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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara
yang berperan schagai sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah untuk
membiayai pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat
pengumpulan dana, tetapi juga memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan
perekonomian. Menurut (INDONESIA & 28, 2007) tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal | Ayat(1). Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa, memiliki
dasar hukum yang kuat, dan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada
pembayamyu, Artinya, sescorang yang membayar pajak tidak memperoleh
manfaat pribadi yang dapat diidentifikasi sccara spesifik, tetapt manfaatnya
dinikmati secara kolektif dalam bentuk penyvediaan fasilitas publik,
pembangunan infrastruktur, dan pelayvanan sosial oleh pemerintah. Pajak
menjadi kewajiban moral dan hukum setiap warga negara untuk mendukung
kesejahteraan bersama.

Dari segi ekonomi, pajak adalah bentuk transfer sumber daya dari
sektor privat ke sektor publik yang digunakan untuk membiayai berbagai
pengeluaran negara, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan
pembangunan daerah. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi
pendapatan. di mana pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk
membiayai  program-program  sosial yang berpihak kepada masyarakat
berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi budgeter
(sebagai sumber pendapatan negara) sekaligus regulerend (sebagai alat

pengatur ekonomi dan sosial).




Dalam aspek hukum dan sosial dari pajak, pembayaran pajak tidak
hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi
warga negara dalam membiayai pemerintahan. Pajak memiliki sifat memaksa
karena pengenaannya berdasarkan undang-undang, dan pelanggaran terhadap
kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi
anggaran (budgeter), yaitu pajak digunakan untuk menghimpun dana yang
digunakan dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara.
Kedua, fungsi mengatur (regulerend), di mana pajak digunakan sebagai
instrumen kebijakan ekonomi, misalnya untuk mengendalikan inflasi.
mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mengatur
distribusi pendapatan agar lebih merata di masyarakat.

Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi
juga wujud tanggung jawab moral warga negara terhadap kemakmuran
bersama. Pemahaman yang baik mengenai pengertian dan fungsi pajak akan
mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi
pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ckonomi nasional. Kepatuhan
wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi
penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam kurun waktu 2020-2024,
pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi administrasi
perpajakan guna meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sekaligus
mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Data
Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus
mengalami  peningkatan setiap tahun, terutama setelah implementasi
digitalisasi layanan perpajakan serta integrasi Nomor Induk Kependudukan
(NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, peningkatan
jumlah wajib pajak tersebut belum sepenuhnya ditkuti oleh peningkatan
kepatuhan formal maupun material secara proporsional. Masih terdapat wajib
pajak yang terdafiar secara administratif tetapi belum aktif melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tantangan utama perpajakan di Indonesia tidak hanya terletak pada perluasan

basis pajak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib




pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai
ketentuan vang berlaku. Penelitian yang (Wea, 2022) menemukan bahwa
sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil
penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya
dipengaruhi oleh aspek administrasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh
faktor kesadaran, kondisi ckonomi, serta penegakan sanksi perpajakan yang
diterapkan pemerintah.

1.1 Kontribusi Pajak
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

=4638 | 6635 | 47029 | 47396 | +8670
juta WP | juta WP | juta WP juta WP | juta WP

Jumlah Wajib Pajak

PencrimaanPajak
(Dalam Triliun Rupiah)

1.072.1 | 1.278.6 | 1.7168 1.869.2 | 1.9324

Kenaikan Penerimaan
Pajak
Sumber data: DDTCNEWS

- 19.2% 34.2% 8.8% 14%

Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang
menarik terkait hubungan antara peningkatan jumlah wajib pajak dan
peningkatan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak meningkat sangat
signifikan dari £46,38 juta pada tahun 2020 menjadi +66,35 juta pada 2021,
atau naik sekitar 43%, seiring dengan mulai masifnya digitalisasi administrasi
perpajakan dan peningkatan fasilitas pendaftaran online. Pada tahun 2022,
jumlah wajib pajak kembali naik menjadi £70.29 juta sckitar 5.9%, dan terus
bertambah menjadi £73,96 juta pada 2023 atau naik sckitar 5,2%, hingga
melonjak besar menjadi =86,70 juta pada 2024 sekitar 17.2%. Kenaikan
terbesar terjadi pada 2024 karena implementasi penuh kebijakan NIK sebagai
NPWP, yang secara administratif menambah jutaan wajib pajak baru ke dalam
sistem.

Namun, meskipun jumlah wajib pajak meningkat tajam setiap tahun,
pertumbuhan penerimaan pajak tidak menunjukkan kenaikan yang sebanding.
Pada 2021, penerimaan pajak naik 19,2%, kemudian melonjak tinggi menjadi

34,2% pada 2022 tetapi kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh pemulihan




ekonomi dan kenaikan harga komoditas global, bukan semata karena
bertambahnya wajib pajak. Tahun 2023 kenaikannya justru melambat menjadi
8,8%, dan pada 2024 hanya 3,4%, meskipun jumlah wajib pajak naik paling
besar pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak wajib
pajak baru yang terdafiar belum menjadi wajib pajak akuf yang melaporkan
SPT atau membayar pajak sceara rutin, Dengan kata lain, peningkatan jumlah
wajib pajak lebih bersifat administratif, bukan peningkatan wajib pajak yang
benar-benar patuh. Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
pada umumnya bersifat fluktuatif dan mudah berubah sesuai dengan kondisi
pasar, tingkat permintaan konsumen, serta persaingan usaha yang terjadi.
Sebagian besar UMKM masih bergantung pada penjualan harian sehingga
pendapatan vang diperoleh sering kali tidak stabil dari waktu ke waktu.
Perubahan harga bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat, maupun
perubahan tren konsumsi juga dapat memengaruhi tingkat pendapatan pelaku
usaha secara langsung. Kondisi pendapatan yang tidak menentu tersebut
berpengaruh  terhadap  kemampuan  pelaku UMKM  dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan
pajak sccara tepat waktu. Ketika pendapatan usaha mengalami peningkatan,
pelaku UMKM cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya
dengan baik. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, sebagian pelaku usaha
lebih memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dibandingkan kewajiban
perpajakan, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ardin, 2022) menunjukkan
bahwa kebijakan NIK menjadi NPWP hanva memperluas basis wajib pajak,
tetapi dampak fiskalnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib
pajak yang mengisinya. Sementara itu, penelitian (Rozy et al, 2026)
menegaskan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak melalui integrasi NIK-
NPWP tidak otomatis meningkatkan kepatuhan maupun pembayaran pajak,
sehingga penerimaan pajak tidak meningkat proporsional dengan jumlah
wajib pajak baru.

Kondisi tersebut sangat relevan dengan fokus penelitian ini

Peningkatan jumlah wajib pajak hanya akan berdampak pada penerimaan




apabila ditkuti dengan meningkatnya kepatuhan. yang pada dasarnya
dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.Digitalisasi pajak berperan dalam
mempermudah pelaporan dan pembayaran sechingga meningkatkan kepatuhan;
tingkat pendidikan pemilik memengaruhi kemampuan memahami kewajiban
perpajakan; insentif pajak  mendorong UMKM  untuk  patuh  melalui
pengurangan beban administrasi maupun fiskal; sedangkan sanksi pajak
menjadi  instrumen  pencgakan  yang  memastikan  wajib  pajak  tidak
mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, fenomena ketidakseimbangan
antara kenaikan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada tahun 2020-
2024 memperkuat urgensi penelitian ini, vaitu menilai bagaimana
digitalisasi, pendidikan, insentif, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak sehingga peningkatan jumlah wajib pajak benar-benar dapat
berkontribusi kepada penerimaan negara,

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan
sistem perpajakan, terutama pada sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar
dan memiliki kontribusi signifikan  terhadap  perckonomian. Kepatuhian
dipahami scbagai scjauh mana pelaku UMKM melaksanakan kewajiban
perpajakannya sccara sadar dan tepat waktu, mulai dari pelaporan hingga
pembayaran pajak. Kepatuhan ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Digitalisasi pajak, seperti penggunaan e-filing, e-billing,
dan layanan berbasis online, dapat mempermudah proses administrasi
sehingga pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajibannya. Tingkat
pendidikan pemilik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman mereka
terhadap aturan perpajakan, sehingga mendorong keputusan yang lebih
rasional dan patuh, Selain itu, insentif pajak dapat memberikan dorongan bagi
UMKM untuk tetap taat dengan cara mengurangi beban pajak yang dirasakan,
Sementara itu. keberadaan sanksi pajak vang tegas dan konsisten bertindak
scbhagai pengendali agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan
demikian, keempat variabel tersebut saling berkontribusi dalam
mempengarchi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. baik melalui
kemudahan administrasi, pemahaman, motivasi ekonomi, maupun tekanan

hukum.




Secara umum digitalisasi perpajakan memberikan dampak nyata
terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang
terintegrasi secara digital tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan
pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas
administrasi pajak. Namun, efektivitas digitalisasi int sangat bergantung pada
kesiapan tcknologi, dukungan sumber daya manusia, serta tingkat literasi
digital dari wajib pajak itu sendiri. Olch karena itu, penerapan digitalisasi
perpajakan perlu diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi yang
berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
lapisan pelaku usaha, terutama UMKM. Menurut (Hambali & Rizqi, 2024)
dalam penelitiannya menemukan bahwa modemisasi sistem administrasi
perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur
berpengaruh ositit' dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,
Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu
menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta efisiensi pelaporan pajak
schingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya tepat waktu.

Semakin tinggi pendidikan sescorang, semakin mudah bagi individu
tersebut memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku.
Pemilik usaha @ngan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam membaca informasi. memahami ketentuan
pajak, serta menilai konsekuensi jika tidak patuh. Hal ini membuat mereka
lebih siap dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban
perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, Penelitian
(Umah & Riduwan, 2022) menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.Dengan  demikian, tingkat pendidikan tdak hanya memperkuat
kemampuan icknis dalam mengelola administrasi perpajakan, tetapi juga
membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Insentif pajak pada dasarnya dirancang untuk meringankan beban
wajib pajak dan mendorong mereka tetap patuh melaksanakan kewajiban

perpajakan. Secara umum, insentif dapat membantu meningkatkan kepatuhan




karena memberikan keringanan, menurunkan biaya kepatuhan, dan memberi
motivasi bagi pelaku usaha untuk tetap melaporkan serta membayar pajak
meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitas insentif sangat
bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut disosialisasikan dan
scherapa mudah wajib pajak dapat mengaksesnya, Jika informasi mengenai
insentif tidak tersumpaikan dengan baik atau pelaksanaannya sulit dipahami,
wajib pajak cenderung tidak memanfaatkan insentif terscbut  schingga
dampaknya terhadap kepatuhan menjadi rendah. Sebaliknya, Kketika
pemerintah memberikan pendampingan dan penjelasan yvang memadai,
insentif dapat meningkatkan kesadaran, mengurangi beban finansial, dan pada
akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian.
insentif pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi
keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi dan kemudahan
akses kebijakan tersebut. Penelitian (Damayanti & Jibran, 2024) menemukan
bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM:
Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang scharusnya ditanggung
olch wajib pajak menjadi lebih ringan, karena scbagian pajak terutang
dikurangi atau bahkan ditanggung olch pemerintah.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan
wajib pajak karena bersfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak
menjalankan kewajibanya dengan benar. Ketika sanksi pajak ditetapkan
secara tegas dan konsisten, wajib pajak akan lebih berhati-hati dab terdorong
untuk mematuhi peraturan agar terhindar dari denda, bunga, atau hukuman
administrative lainya, Keberadaan sanksi memberikan efek jera bagi wajib
pajak yang cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan sehingga mereka
lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat wajtu. Selain itu
sanksi yang jelas dan adil memperkuat persepsi bahwa system perpajakan
dijalankan sccara serius, schingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan
kepatuhan. Dengan demikian sanksi perpajkan bukan hanya sebagai bentuk
hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.




Secara umum, sanksi pajak diberlakukan untuk mendorong kepatuhan
wajib pajak dan menjamin agar sistem self-assessment dapat berjalan dengan
baik. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi pajak terdiri dari sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga,
denda, dan kenaikan, scbagaimana tercantum dalam Pasal 7, Pasal 7A,| Pasal
8, dan Pasal 13 UU KUP. Sanksi ini dikenakan untuk pelanggaran
administratif seperti terlambat menyampaikan SPT, kurang membayar pajak.
atau tidak memenuhi kewajiban pembavaran sesuai peraturan. Di sisi lain,
sanksi pidana perpajakan, sebagaimana ?atur dalam Pasal 38 dan Pasal 39
UU KUP, dikenakan atas pelanggaran serius seperti kesengajaan
menyampaikan SPT palsu, menyembunyikan informasi, atau melakukan
tindakan penghindaran pajak dengan niat melawan hukum. Dengan adanya
sanksi administrasi maupun sanksi pidana ini, pemerintah berupaya
memberikan efek jera kepada wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dan
ketertiban dalam pelaksanaan sistem perpajakan nasional.

Dalam pencelitiannya (Hambali & Rizqgi, 2024) menemukan bahwa
modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti
e-filing, c-billing, dan c-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan
teknologi digital mampu menciptakan transparansi, kemudahan akses, serta
efisiensi pelaporan pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, Temuan (Hambali & Rizgi.
2024) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh { Wahyudi, 2021) vang
Juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing meningkatkan kemudahan
pelaporan serta mempercepat proses administrasi pajak. schingga berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP
Pratama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2024) membuktikan bahwa
tingkat pendidikan berpengaruh itif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM vang berarti bahwa semakin tinggi pendidikan pemilik
usaha, semakin besar pula tingkat kepatuhan mercka terhadap kewajiban

perpajakan. Selain itu, secara simultan variabel pemahaman pajak, kesadaran
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wajib pajak, dan tingkat pendidikan berkontribusi sebesar 89% terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa pendidikan berperan
memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap regulasi
perpajakan.

Hasil penclitian tersebut sejalan dengan temuan Pengaruh Pemahaman
Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modemnisast Sistem Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nisa & Subagio, 2023) yang menjelaskan
bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan (yang dapat diinterpretasikan
sebagai digitalisasi Jak) dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian,
pendidikan dan adaptasi teknologi perpajakan serta penerapan sanksi secara
efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman. dan
kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan modem.

Penelitian (Damayanti & Jibran, 2024) menemukan bahwa Dengan
adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib
pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau
bahkan ditanggung olch pemerintah. Sementara itu studi (Budiman et al.,
2020) terhadap UMKM Tenun Troso Jepara menemukan bahwa pemanfaatan
insentif pajak membantu keberlangsungan usaha dan berpotensi meningkatkan
kepatuhan ketika insentif tersebut benar-benar dapat diakses oleh pelaku
usaha. Studi tersebut menjelaskan bahwa ketika kebijakan insentif
dikomunikasikan secara baik melalui sosialisasi dan pendampingan, maka
insentif mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan dan
membayar pajak secara tepat waktu,

Penelitian (Hambali & Rizqi, 2024) menunjukkan glhwa sanksi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Sumbawa Besar. Berbeda dengan penelitian (Sctyawan ct al.,
2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajukan tidak  berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum tentu mampu meningkatkan
kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki pengetahuan dan kesadaran

perpajakan yang memadai.Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat




disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai
faktor, baik internal maupun eksternal, seperti insentif pajak, literasi dan
pemahaman pajak, kesadaran, sanksi, serta modemisasi sistem perpajakan,
Namun, hasil penelitian vang bervariasi di berbagai daerah menunjukkan
adanya perbedaan konteks sosial, ckonomi, dan kebijakan yang menyebabkan
hasilnya tidak seragam. Kondisi ini membuka peluang untuk melakukan
penclitian lanjutan dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai faktor-
faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di
Indonesia.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengkajian
pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak.
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan
dalam konteks pengembangan sistem administrasi perpajakan modern di
Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya vang umumnya hanya
berfokus pada satu atau dua variabel secara terpisah, penelitian ini
mengintegrasikan faktor internal dan cksternal wajib pajuk untuk melihat
bagaimana upaya pemerintah melalui modernisasi sistem perpajakan dapat
meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Penelitian  ini juga
menitikberatkan pada implementasi berbagai layanan perpajakan digital
seperti e-filing, e-billing, e-registration, serta pengembangan Core Tax
Administration System (Coretax) yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak
dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan
mudah diakses. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana
kemudahan sistem digital, pemberian insentif, tingkat pemahaman pemilik
usaha, serta penerapan sanksi perpajakan dapat membentuk perilaku
kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil
penelitian  ini diharapkan mampu memberikan  kontribusi praktis bagi
pemerintah dan Dircktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas
modernisasi administrasi perpajakan serta merumuskan kebijakan yang lebih

tepat guna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.




B. ﬁlmusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

I

Apakah digitalisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

Apakah tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh sccara parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

Apakah insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

Apakah digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan
sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Kediri?

@ Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

3

Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pemilik usaha Perhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut secara simultan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri..
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D. Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian . diharapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Akademik

Penclitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah
di bidang perpajakan, ckonomi publik, dan manajemen UMKM,
khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi
kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui analisis terhadap variabel
digitalisasi pajak. tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak. dan
sanksi pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana
perkembangan teknologi digital dan karakteristik individu pemilik
usaha dapat memengaruhi perilaku kepatuhanperpajakan. Dengan
adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah kajian
ilmigh dalam bidang akuntansi pajak dan manajemen fiskal yang
relevan dengan dinamika ckonomi digital di era modern,

b. Bagi Pencliti dan Pencliti Berikutnya

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam
memperluas wawasan dan pemahaman mengenai teori serta konsep
vang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi sistem
perpajakan. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman
empiris dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif’ dan
berbasis data lapangan UMKM di Kediri.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi
dan acuan ilmiah bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti
bidang serupa. Penclitian lanjutan dapat memperluas lingkup
dengan menambahkan variabel lain, seperti literasi pajak. kesadaran
wajib pajak, dukungan pemerintah daerah, atau faktor ekonomi
makro. serta memperpanjang periode penelitian atau memperluas

wilayah pengamatan ke daerah lain, Dengan demikian. hasil
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penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnva kajian
lanjutan vang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu
kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dircktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Dacrah

Hasil penclitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
bahan cvaluasi bagi Dircktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun
pemerintah daerah, kKhususnya Kantor Pelavanan Pajak (KPP) di
wilayah Kediri, dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan
wajib pajak UMKM. Temuan penelitian mengenai pengaruh
digitalisasi pajak dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki
sistem dan infrastruktur digital agar lebih mudah diakses dan ramah
pengguna.

Selain itu, hasil penelitian terkait insentif pajak dan sanksi
perpajakan dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan
vang lclah diterapkan, schingga pemerintah dapat menyusun
kebijakan perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendorong
kepatuhan sukarela di kalangan pelaku UMKM.

b. Bagi Pelaku Usaha (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
dan kesadaran kepada pelaku UMKM di Kediri mengenai
pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial
dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman vang
baik terhadap digitalisasi pajak dapat membantu pelaku usaha dalam
memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik (seperti e-
filing, e-billing, dan e-registration) secara efektif, sehingga dapat
mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain  itu, penelitan  ini juga  diharapkan  mampu
memberikan gambaran mengenai bagaimana tingkat pendidikan
dan pemahaman pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dan
kepatuhan wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.
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c. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi
empiris bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian
di bidang perpajakan, ekonomi digital, dan manajemen UMKM.
Data dan hasil analisis dan penclitian ini dapat dimanfaatkan
schagat contoh kasus dalam pembelajaran, khususnya pada mata
kuliah perpajakan, kebijakan fiskal, ckonomi publik, dan sistem
informasi pajak digital. Dengan demikian, penelitian ini
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di
bidang ekonomi dan akuntansi.
d. Bagi Masyarakat Umum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak
serta mantaat dari digitalisasi sistem perpajakan. Pemahaman ini
dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan peran pajak
dalam pembangunan nasional dan peningkatan  kesejahteraan
bersama. Selain ity hasil penclitian dapat memperkuat kepercayaan
publik terhadap pemerintah melalui transparansi dan kemudahan

sistem perpajakan yang berbasis teknologi digital..
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BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Teoridan Penclitian Terdahulu

Wajib Pajak
Pajak menurut dang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi:
Pajak adalah konstribusi wajib kepada megara yvang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengam ftidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran

rakyat.

Dari sudut pandang lain ak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasrkan undang-undang (vang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nisa &
Subagio. 2023).

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat di kelompokan menjadi
tiga. yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut
Lembaga pemungutanya. Menurut Golongan pajak di kelompokan
menjaadi éa, yaitu pajak langsung (pajak yang ditanggung sendiri oleh
wajib pajak) dan pajak tidak langsung (pajak yang dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau orang ketiga). Menurut Sifat pajak
dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak subjektif (pajak yang
pengenaanya memperhatikan keadaan wajib pajak) dan pajak objektifl
(pajak yang pengenaanya memperhatikan obejeknya batk berupa benda,
keadaan. perbuatan. atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak). Menurut Lembaga pemungut pajak
dikelompokan menjadi dua. yaitu pajak negara (pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat dam digunakan untuk membiayai negara) dan
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pajak daerah (pajak yang di pungut oleh pemeritah daerah yang
digunakan untuk membiayai daerah), (Nisa & Subagio, 2023).
epatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam

memenuhi  seluruh  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Menurut (Nisa & Subagio, 2023) wajib pajak yang patuh
tidak hanya memenuhi kewajiban membayar  pajak, tetapi juga
melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara benar,
lengkap, serta tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak
menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung optimalisasi
penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya
dipengaruhi oleh sanksi dan tarif, tetapi juga oleh moral pajak dan niat
perilaku wajib pajak. Studi tersebut menemukan bahwa niat kepatuhan
bertindak sebagai mediator antara pemahaman pajak, sanksi, dan
moralitas pajak dengan perilaku kepatuhan aktual. Artinya, semakin
tinggi pemahaman dan kesadaran moral wajib pajak, semakin besar niat
mercka untuk patuh terhadap aturan (Fitria et al,, 2024).

Adapun indikator mengenai kepatuhan  wajib  pajuk yang
digunakan (Fitria et al., 2024) pada penelitianya:
a. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu.
b. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan
¢. Kepatuhan dalam menyimpan dan menyediakan dokumen

perpajakan dengan benar
d. Ketaatan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan
perpajakan

Kepatuhan wajib pajak Qapat dijelaskan melalui Theory of
Planned Bchavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991).
Menurut teori ini, perilaku patuh scorang wajib pajak dipengaruhi oleh
tiga komponen utama, vaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif,
dan perceived behavioral control. Sikap mencerminkan keyakinan wajib
pajak mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak: norma

subjektif menggambarkan tekanan sosial dari lingkungan, pemerintah,




18

maupun masyarakat untuk bersikap patuh: sedangkan perceived
behavioral control merujuk pada kemudahan atau kesulitan yang
dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam
konteks UMKM, ketiga komponen ini sangat relevan karena kepatuhan
lidak hanya ditentukan oleh sanksi atau tanif, tetapi juga oleh kesadaran
moral, pemahaman, serta kemudahan akses terhadap sistem perpajakan
yang semakin digital. TPB juga menckankan bahwa niat berperilaku
menjadi jembatan utama menuju kepatuhan aktual, sehingga pendidikan,
pemahaman pajak. digitalisasi. dan insentif mampu membentuk niat
yang lebih besar untuk patuh

Digitalisasi Pajak

Dalam konteks perpajakan digitalisasi administrasi pajak merujuk
pada transformasi proses pengelolaan dan pelaksanaan administrasu
perpajakan dan metode manual menuju svstem berbasis teknologi digital.
Implementasi digitalisasi pajak mencakup penggunaan berbagai
perangkat lunak, aplikasi, dan platform daring untuk mengiotomatisasi
serta menycerdahanakan berbagai tahapan dalam siklus perpajakan, mulai
dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan
penegakan hukum (Dewi et al., 2025),

Dalam PP No. 80 Tahun 2018 dijelaskan bahwa sistem
administrasi perpajakan modern bertujuan untuk menciptakan proses
perpajakan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi
pada kemudahan wajib pajak, dengan mengintegrasikan data, proses
bisnis, dan layanan perpajakan dalam satu sistem nasional. Dengan
demikian, digitalisasi pajak tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan
aplikasi pelaporan atau pembayaran pajak. tetapi sebagai transformasi
menycluruh atas sistem administrasi perpajakan dan pola manual menuju
sistem clektronik yang terstandarisasi dan berbasis data (PP No. 80 Tahun
2018).

Lebih lanjut, pengertian digitalisasi pajak dipertegas melalui
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024

tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
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Administrasi Perpajakan. PMK ini menegaskan bahwa administrasi
perpajakan dilaksanakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan
(Core Tax Administration System/Coretax), yaitu sistem terintegrasi
vang digunakan untuk mengelola pendaftaran wajib pajak, pemenuhan
kewajiban  perpajakan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, serta
pertukaran data sccara clektromik dan terpusat (PMK No, 81 Tahun
2024).

Dampak e-filing dan e-billing terhadap perilaku kepatuhan wajib
pajak. menemukan bahwa integrasi sistem digital memberikan efek
signifikan terhadap perubahan perilaku wajib pajak dan kepatuhan
terpaksa menjadi  kepatuhan sukarela. Digitalisasi perpajakan
mempermudah  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya melalui layanan elektronik yang lebih cepat, efisien, dan
mudah diakses. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan kepatuhan
wajib pajak karena proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi
lebih praktis dan mengurangi hambatan administratif (Prayogi ct al.,
2025).

Adapaun indicator indicator tentang digitalisasi pajak yang
digunakan (Pravogi et al., 2025) pada penelitianya
a. Kemudahan penggunaan layanan pajak digital
b. Kecepatan proses pelaporan dan pembayaran pajak
¢. Aksesibilitas layanan digital pajak
d. Keandalan dan keamanan teknologi digital yang digunakan
e. Kemudahan pemenuhan kewajiban pajak akibat integrase system

terbaru

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) yang
dikembangkan oleh Davis (1989), tingkat penerimaan sescorang terhadap
teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perceived usefulness
(manfaat yang dirasakan) dan perceived ease of use (kemudahan
penggunaan). Dalam konteks perpajakan, apabila wajib pajak merasa
bahwa sistem digital bermanfaat dan mudah digunakan, maka mereka

akan lebih cenderung untuk mengadopsinya, Kemudahan akses layanan
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digital memungkinkan wajib pajak melapor dan membayar pajak tanpa
hambatan administratif, sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat
kepatuhan,

Penelitian berjudul “Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM,
dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Prayogi et al., 2025) bertujuan
untuk menganalisis bagaimana digitalisasi administrasi  perpajakan
melalui penerapan e-Filing dan e-Billing memengaruhi kepatuhan wajib
pajak di KPP Gubeng, Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa baik
e-Filing maupun e-Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem digital ini dirancang untuk
memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi, hasil penelitian
menunjukkan bahwa digitalisasi pajak belum tentu langsung
meningkatkan perilaku patuh, karena faktor lain seperti pengetahuan
pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, efektivitas penegakan hukum,
serta sikap wajib pajak lebih dominan mempengaruhi kepatuhan. Temuan
ini menegaskan bahwa digitalisasi pajak perlu dibarengi dengan edukasi,
peningkatan literasi digital. dan perbaikan aspek non-teknis agar manfaat
teknologi dapat optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajuk..
Tingkat Pendidikan Pemilik

Menurut (Kumalaningrum & Ratieh, 2023) menyatakan bahwa
latar belakang pendidikan memperkuat pengaruh pengetahuan
perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan wajib pajak, semakin baik kemampuan mereka dalam
memahami ketentuan perpajakan sehingga kesadaran dan kepatuhan
dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat, Dalam
temuan lain juga di jelaskan  Pendidikan  berpengaruh  dalam
meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  karena  kesadaran  dapat
dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan individu. Pada situasi
tertentu, tingkat Pendidikan mempengaruhi kesadaran WP. Ilal ini

berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, karena




kesadaran dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat Pendidikan
individu (Permatasari & Efendi, 2023).

Adapun indikator tingkat pendidikan yang  digunakan

(Permatasari & Efendi, 2023):

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh pemilik usaha
b.  Kemampuan memahami aturan prosedur dan ketentuan perpajakan
¢.  Kemampuan mengelola administrasiusaha dan dokumen perpajakan
d. Kemampuan menilai risiko sanksi dan konsekuensi hukum

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku
individu ditentukan oleh tiga komponen na, vaitu sikap terhadap
perilaku. norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam hal ini.
pendidikan berpengaruh langsung terhadap ketiga komponen tersebut
karena seseorang vang berpendidikan memiliki kemampuan kognitif
yang lebih baik dalam memahami informasi, menilai risiko, dan
mengambil keputusan rasional,

Penelitian yang berjudul “Peran Motivasi dan Tingkat Pendidikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak™ karya (Permatasari & Efendi, 2023)
bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. IHasil penelitian
menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut motivasi dan tingkat
Pendidikan berpengaruh sitif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan perpajakannya.
Hal ini terjadi karena pendidikan memberikan kemampuan kognitif.
pengetahuan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak.
prosedur pelaporan, dan konsekuensi hukum dari kewajiban perpajakan.
Dalam konteks pemilik usaha atau UMKM, tingkat pendidikan pemilik
sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran administrasi usaha
termasuk kewajiban perpajakan. Pemilik usaha yang memiliki
pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami aturan perpajakan,
mampu mengelola dokumen usaha dengan lebih baik, dan lebih mudah

mengikuti prosedur pelaporan serta pembayaran pajak. Dengan




demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat
pendidikan pemilik usaha merupakan faktor penting yang mendorong
terciptanya kepatuhan pajak, sehingga dapat dijadikan dasar teoritis
dalam penelitian yang mengkaji hubungan antara pendidikan pemilik
dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah dampak yang secara efektif dirasakan oleh
wajib pajak akibat pengurangan bebang pajak yang ditanggung olch
wajib pajak (Wijaya et al., 2021), Hal senada juga di temukan bahwa
Insentif pajak adalah bentuk fasilitas perpajukan yang  diberikan
pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak
vang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus di

bayarkan (Hasibuana & Hardjono. 2021).

Dalam temuan lain Insentif perpajakan meru[akan salah satu
belanja negara yang umumya tidak diberikan dalam bentuk
uang.melainkan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan,
Insentif’ tersebut adalah instrument fiscal yang biasa digunakan
pemerintah untuk meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak scctor
tertantu, vang harapanya dapat berdampak positif' terhadap ckonomi

makro sccara keseluruhan (Mohammad et al., 2021).

Beberapa indikator insentif pajak vang digunakan (Mohammad et

al., 2021) pada penclitiannya:

a. Kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebijakan insentif pajak
b. Keringanan beban pajak yang dirasakan wajib pajak akibat insentif
c. Kesesuaian jenis insentif dengan kondisi dan kebutuhan UMKM

d. Motivasi wajib pajak untuk patuh setelah menerima insentif

Insentif pajak dapat dijelaskan melalui teori Economic Deterrence
Theory yang menyatakan bahwa wajib pajak akan mengambil keputusan
berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat, Ketika beban pajak yang
harus ditanggung berkurang melalui pemberian insentif. maka biaya

kepatuhan menjadi lebih rendah sehingga wajib pajak merasa lebih




mampu dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam konteks UMKM, insentif pajak memberikan keringanan fiskal
yang sangat membantu pelaku usaha, sehingga mereka memiliki
dorongan ekonomi yang lebih kuat untuk melaporkan dan membayvar
pajak sccara benar, Teori ini mencgaskan bahwa insentif tidak hanya
berlungsi schagai fasilitas perpajakan, tetapi juga scbagai alat yang dapat
meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak mehhat adanya manfaat
nyata dari kepatuhan tersebut.

Penelitian berjudul "Insentif, Modernisasi, gn Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)" yang dilakukan oleh (Hambali & Rizqi, 2024) menunjukkan
bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan  wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut
mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak mampu mendorong
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih
baik karena beban pajak yang harus ditanggung menjadi lebih ringan.
Selain itu, keberadaan insentif pajak memberikan manfaal nyata bagi
pelaku UMKM  dalam mempertahankan keberlangsungan  usahanya,
terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dengan adanya
fasilitas perpajakan vang diberikan pemerintah, wajib pajak menjadi
lebith termotivasi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh
karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa insentif pajak merupakan
salah satu kebijakan vang efektif dalam meningkatkan kepatuban wajib
pajak UMKM dan layak dipertimbangkan sebagai variabel yang
memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Sanksi Pajak

anksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar
norma pepajakan (Nisa & Subagio, 2023). Pada temuan lain sanksi




perpajakan diartikan sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan. Samksi perpajakan dapat menjadi pengedali wajib
pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan
wajibb pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas
sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan
maka akan semakin banyak wajibpajak yang patuh untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya (Wea, 2022).

Beberapa indikator sanksi pajak yang digunakan (Wea, 2022)
pada penclitianya:
a. Ketegasan penerapan sanksi pajuk
b. Pemahaman wajib pajak terhadap jenis-jenis sanksi pajak
c. [Efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera
d. Peran sanksi dalam mendorong wajib pajak membayar dan

melaporkan pajak tepat waktu

Sanksi pajak dapat dikaitkan dengan Deterrence Theory yang
menjelaskan bahwa ancaman hukuman akan mencegah sescorang
melakukan pelanggaran. Dalam konteks perpajakan, semakin tegas dan
pasti sanksi yang diberlakukan, maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak karena mercka mempertimbangkan risiko
kerugian yvang akan ditanggung bila tidak memenuhi  kewajiban
perpajakan. Teori ini menegaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai alat
pencegah (preventif) agar wajib pajak mematuhi aturan, baik berupa
sanksi administrasi seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana bagi

pelanggaran yang serius.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan.
Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang ditulis oleh (Wea, 2022)
enunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik dalam
penclitian tersebut, sanksi pajak yang tegas, konsisten, dan memberikan
clek jera terbukti mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menegaskan bahwa




semakin tegas aturan dan penerapan sanksi baik sanksi administrasi.
bunga, denda, maupun sanksi pidana maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks UMKM ataupun wajib pajak
orang pribadi, keberadaan sanksi pajak membuat wajib pajak lebih
berhati-hati dan terdorong untuk melaporkan serta membayar pajaknya
sccara tepat waktu demi menghindari kerugian finansial. Dengan
demikian, penclitian ini memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak
merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai alat pengendali
perilaku, serta berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak di Indonesia, sehingga relevan dijadikan landasan teori untuk
penelitian mengenai faktor-faktor vang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.
B. Kerangka Berpikir
1. Hubungan antara Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Digitalisasi pajak adalah perubahan dalam layvanan perpajakan
dari sistem yang dilakukan secara manual ke sistem berbasis teknologi
digital, Contohnya adalah e-filing, ¢-billing, ¢-registration, dan berbagai
layanan online lainnya yang ditawarkan oleh Dircktorat Jenderal Pajak.
Transformasi ini tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi
juga memengaruhi cara wajib pajak memandang manfaat dan kemudahan
teknologi. Berdasarkan model Technology Acceptance Model (TAM)
yang dikembangkan oleh Davis (1989), penerimaan wajib pajak terhadap
teknologi perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perceived
usefulness (manfaat yang dirasakan) dan perceived ease of use
(kemudahan penggunaan). Jika wajib pajak merasa bahwa sistem digital
mempercepat proses pelaporan. mengurangi antrean, meminimalkan
kesalahan, serta meningkatkan cfisiensi, maka mercka akan menilai
tcknologi tersebut bermanfaat. Di sisi lain, apabila sistem  digital
dirasakan mudah digunakan. tidak rumit, dan bisa dioperasikan tanpa
bantuan petugas, maka wajib pajak akan lebih percaya untuk

mengadopsinya.




Selain itu, pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan juga
bisa dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam
konteks TPB, digitalisasi pajak memengaruhi tiga aspek utama yang
memengaruhi perilaku patuh, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi
kontrol perilaku. Sikap wajib pajak menjadi lebih positif karena
digitalisasi memberikan kemudahan dan transparansi, schingga mercka
memandang  kepatuhan  pajak  scbagai scsuatu yang  tidak  terlalu
memberatkan. Norma subjektif terbentuk dari kewajiban hukum dan
dorongan lingkungan usaha untuk beradaptasi dengan sistem vyang
semakin terintegrasi secara digital. Sementara itu, persepsi kontrol
perilaku meningkat karena digitalisasi memberi rasa mampu: wajib pajak
dapat melaporkan pajak kapan saja, tanpa bergantung pada petugas atau
harus datang ke kantor pajak. Semakin tinggi rasa mampu tersebut,
semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian,
digitalisasi pajak tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga
instrumen  psikologis  dan  perilaku  yang memperkuat niat dan
kemampuan wajib pajuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
sccara tepat waktu. Kemudahan akses, transparansi proses, dan efisicnsi
yvang ditawarkan digitalisasi membuat wajib pajak UMKM lebih
terdorong untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, digitalisasi
dipandang sebagai faktor penting vang memengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam sistem perpajakan modern.

Hubungan Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak

Tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor penting vang
membentuk cara seseorang memahami, menafsirkan, serta menjalankan
kewajiban  perpajakan.  Semakin tinggi pendidikan  yang  dimiliki
sescorang, semakin baik kemampuan berpikir dan kemampuan untuk
memahami informasi, menganalisis peraturan, serta membuat keputusan
secara logis. Dalam hal perpajakan, pendidikan membantu pemilik
UMKM memahami prosedur pelaporan, cara membayar pajak,

perhitungan kewajiban perpajakan, serta risiko hukum yang mungkin




terjadi jika tidak mematuhi peraturan. Hal ini selaras dengan Teori
Perilaku yang Diperencana (Theory of Planned Behavior atau TPB), di
mana pendidikan memengaruhi tiga faktor utama pembentuk niat untuk
menjalankan perilaku patuh.

Pertama, sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior).
Pendidikan  meningkatkan  pemahaman  pemilik  usaha  mengenai
pentingnya pajak dalam pembangunan negara, schingga membentuk
sikap yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Individu yang
berpendidikan biasanya melihat pajak sebagai kewajiban hukum dan
sosial, bukan hanya sebagai beban. Kedua. norma subjektif (subjective
norms). Orang yang lebih berpendidikan cenderung lebih peka terhadap
norma sosial, nilai, aturan hukum, serta ekspektasi lingkungan kerja.
Pendidikan memperkuat keyakinan bahwa masyarakat, pemerintah, serta
komunitas usaha mengharapkan pemilik usaha untuk mematuhi peraturan
perpajakan. Hal ini membentuk dorongan dari luar agar tetap patuh.
Ketiga, persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Pemilik
usaha yang berpendidikan umumnya memiliki kemampuan administraufl
yang lebih baik, mampu mengurus dokumen usaha dan pajak, serta lebih
percaya dirt dalam menjalani proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Dengan kemampuan tersebut, mereka merasa bahwa kewajiban
perpajakan dapat diatasi dan berada dalam kendali mereka.

Ketiga komponen ini secara langsung berkontribusi pada niat
untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan TPB. Artinya,
pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga
kesadaran, pemahaman, motivasi, serta tanggung jawab pemilik usaha
dalam menjalankan kewajibannya terhadap perpajakan. Oleh karena itu,
tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan faktor internal yang sangat
penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak UMKM.
Hubungan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak adalah bentuk bantuan perpajakan yang diberikan
oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh

wajib pajak. khususnya pengusaha UMKM, dengan tujuan mendorong
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mereka untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Bentuk insentit tersebut meliputi pengurangan tarif pajak, penghapusan
atau keringanan pajak tertentu, serta penundaan pembayaran pajak dalam
kondisi tertentu. Dari sudut pandang teori Economic Deterrence,
tindakan wajib pajak didasarkan pada pertimbangan rasional antara
manfaat yang diperoleh dan biaya yvang harus dikcluarkan ketika memilih
untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Dengan adanya
insentif, biayva untuk memenuhi kewajiban pajak seperti jumlah pajak
vang harus dibayar, beban administrasi, serta risiko kerugian ekonomi
menjadi lebih kecil. Hal ini meningkatkan keyakinan wajib pajak
terhadap manfaat dari kepatuhan. sehingga mereka lebih termotivasi
untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku, Dalam konteks UMKM, insentif pajak juga membantu
meningkatkan kemampuan keuangan para pengusaha untuk memenuhi
kewajiban perpajakan, terutama dalam masa pemulihan ekonomi atau
dalam situasi di mana beban usaha terasa cukup berat.

Insentif pajak juga dapat berfungsi sebagai strategi kebijakan
fiskal yang mendorong Kepatuhan sukarela (voluntary compliance).
Ketika insentif dikombinasikan dengan sosialisasi vang efektif,
pemahaman wajib pajak meningkat sehingga mereka lebih mengetahui
hak-hak perpajakan vang dapat dimanfaatkan. Pada akhirnya, insentif
yang tepat sasaran bukan hanya menurunkan biaya kepatuhan, tetapi juga
meningkatkan manfaat psikologis dan ekonomi bagi wajib pajak,
schingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan UMKM
dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Teori Deterrence, sikap patuh wajib pajak muncul dari
proses berpikir rasional yang membandingkan antara risiko dan
akibatnya. Saat wajib pajak merasa bahwa risiko menerima hukuman
seperti denda, bunga, kenaikan pajak, atau bahkan hukuman pidana lebih
besar daripada keuntungan yang bisa didapat dari cara menghindar pajak,

maka mereka justru memilih untuk pamh pada peraturan. Dengan
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demikian, sanksi vang tegas dan konsisten tidak hanya mengurangi
keinginan untuk melanggar aturan, tetapi juga memperkuat keyakinan
bahwa sistem perpajakan dikelola secara serius dan adil. Keyakinan ini
sangat penting bagi pelaku UMKM, karena mereka biasanya
mempertimbangkan dampak kevangan dan administrasi dan setiap
keputusan bisnis, termasuk keputusan mengenai ketaatan pajak.

Sanksi juga memengaruhi salah satu bagian dari Teori Perilaku
vang Dijadwalkan (TPB), khususnya pada aspek kontrol perilaku yang
dirasakan.

Adanya sanksi membuat wajib pajak lebih hati-hati dan
mendorong mereka untuk mengendalikan tindakan agar tidak melanggar
peraturan. Selain itu, sanksi juga memperkuat norma subjektif, karena
wajib pajak merasa bahwa lingkungan sosial dan pemerintah menuntut
tingkat ketaatan yang tinggi. Dengan demikian, sanksi bukan hanya
berupa ancaman hukum, tetapi juga menjadi cara mengubah perilaku
patuh, baik melalui tekanan psikologis maupun perhitungan ckonomi.

Olch karena itu, sanksi pajak dapat dipahami sebagai faktor luar
yang sangat cfektif dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak UMKM,
Saat sanksi diterapkan secara konsisten, jujur, dan sebanding. wajib pajak
biasanya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat
waktu agar menghindari kerugian finansial atau konsekuensi hukum
lainnya.

Hubungan Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif
ajak. dan Sanksi Pajak tethadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi
faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi membentuk
perilaku patuh. Digitalisasi pajak berperan penting melalui kemudahan
dan kecepatan layanan bagi wajib pajak. Berdasarkan Technology
Acceptance Model (TAM). digitalisasi meningkatkan kepatuhan karena
wajib pajak merasakan manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan
penggunaan (perceived ease of use) dari sistem perpajakan modern

seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Kemudahan ini memperkuat
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komponen perceived behavioral control dalam Theory of Planned
Behavior (TPB), schingga wajib pajak merasa lebih mampu
melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa hambatan administratif.
Ketika proses administrasi pajak menjadi lebih praktis, transparan, dan
minim risiko kesalahan, niat dan perilaku kepatuhan meningkat secara
signifikan.

Sclain digitalisasi, tingkat pendidikan pemilik usaha merupakan
faktor internal yang secara langsung memengaruhi kemampuan kognitif,
sikap, dan persepsi pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakan.
Melalui kerangka TPB, pendidikan memengaruhi sikap terhadap perilaku
(sikap positif terhadap kewajiban pajak). norma subjektif (kepekaan
terhadap harapan lingkungan dan aturan pemerintah), serta perceived
behavioral control (kemampuan memahami, mengelola, dan
melaksanakan prosedur pajak). Pendidikan memungkinkan pemilik
usaha memahami risiko sanksi, manfaat pajak bagi negara, serta
pentingnya kepatuhan sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik.
Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan pemilik UMKM, semakin
besar kecenderungan mercka berperilaku patuh.

Variabel ketiga, yaitu insentif pajak, memengaruhi kepatuhan
melalui mekanisme ekonomi. Berdasarkan Economic Deterrence Theory,
wajib pajak membuat keputusan berdasarkan perbandingan antara
manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Pemberian insentif—seperti
pengurangan tarif, PPh Final Ditanggung Pemerintah, atau fasilitas
administrasi  bagi UMKM menurunkan biaya kepatuban dan
meningkatkan manfaat ekonomi dari perilaku patuh. Ketika insentif
diberikan secara mudah diakses dan relevan dengan kondisi usaha, wajib
pajak merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Insentif juga memperbaiki
persepsi keadilan fiskal, sehingga memperkuat kepatuhan sukarela
(voluntary tax compliance).

Sementara itu, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme

pengendali perilaku melalui ancaman hukuman bagi wajib pajak yang
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tidak patuh. Dalam Deterrence Theory, semakin besar kemungkinan
sanksi dijatuhkan dan semakin berat konsekuensinya, semakin kecil
kecenderungan wajib pajak untuk melanggar aturan, Sanksi administrasi
berupa denda keterlambatan, bunga, kenaikan pajak. hingga sanksi
pidana, memberikan cfek jera yang mendorong wajib pajak untuk
menjaga kepatuhan, Sanksi juga memperkuat norma subjektifs dan
persepsi kontrol perilaku dalam TPB, karena wajib pajak menyadari
bahwa kesalahan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial
vang tidak diinginkan. Dengan demikian, sanksi pajak menjadi alat
efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui tekanan
hukum dan psikologis.

Secara keseluruhan, digitalisasi pajak, pendidikan pemilik,
insentif pajak, dan sanksi pajak bekerja melalui jalur yang berbeda namun
saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM,
Digitalisasi  menurunkan  hambatan  administratif,  pendidikan
memperkual  kemampuan  dan pemahaman, insentif meningkatkan
motivasi ckonomi, sedangkan sanksi memberikan tekanan hukum yang
memastikan kepatuhan, Interaksi keempat faktor imi menciptakan kondisi
yang kondusif bagi terciptanya kepatuhan pajak vang lebih baik, efektif,
dan berkelanjutan pada pelaku UMKM.
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C. Hipotesis Penelitian
Menurut (Yam dan Taufil. 2021) ?erdasarkan uraian definisi dari
beberapa ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hipotesis terdapat
beberapa komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel
dan uji kebenaran.
HI: Dlduga digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Kediri
H2:  Diduga tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kedini
H3:  Diduga insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan ajib
pajak UMKM di Kota Kediri
H4:  Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan jib pajak
UMKM di Kota Kediri
H5: Diduga digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif
pajak. dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri




gAB 11
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1.

Pendekatan Penelitian

Pencelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menckankan pada data
numerik, pengukuran variabel secara objektif, serta analisis statistik
untuk menguji hipotesis. Menurut (Sugiyono, 2023), “Metode penelitian
kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu. pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. analisis
data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan.”

Pendekatan kuantitatit' dipilih karena penelitian ini bertujuan
menguji pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif
pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Scluruh
variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner skala Likert, sehingga
analisis statistik dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
asosiatif kausal. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan
pengaruh antara dua variabel atau lebih, baik secara parsial maupuHHn
simultan. Menurut (Sugiyono, 2023), “Penelitian asosiatif merupakan
penelitian yang bert%an mengetahui hubungan dua variabel atau lebih,
Dengan penelitian i maka akan dapat dibangun suatu teori yang
berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu
gejala”

Dalam konteks penelitian ini, metode asosiatif kausal digunakan
untuk menganalisis pen%ruh digitalisasi pajak (X)), tingkat pendidikan
pemilik (X:), insentif pajak (X;). dan sanksi pajak (Xi) terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Metode ini memungkinkan peneliti
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menjelaskan hubungan sebab-akibat melalui pengujian menggunakan
regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R?).
Dengan demikian, metodepenelitian asosiatif kausal memberikan
dasar yang tepat untuk menjelaskan seberapa besar masing-masing
variabel independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kota Kediri.
B. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan sebagai penjelasan secara rinci setiap
variablepenelitian serta ditentukan indikator-indikator pengukurnya. Variabel
pada penelitian ini terdiri dari empat variable independen dan satu variabel
dependen yang dipaparkan sebagai berikut:
1. ariabel Dependen
Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, Dalam
Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yanf menjadi akibat,
karena adanya variabel bebas (Sugivono, 2023). Variabel terikat pada
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
Menurut (Nisa & Subagio, 2023), Eepatuhan wajib pajak
merupakan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban
perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Kepatuhan
tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk menghitung.
membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu,
Adapun indikator mengenai kepatuhan wajib pajak yang
digunakan (Fitria et al., 2024) pada penelitianya:
a. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu.
b.  Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan
¢. Kepawhan dalam  menyimpan  dan  menyediakan  dokumen
perpajakan dengan benar

d. Ketaatan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan

perpajakan.
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2. Qariabel Independen
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor.
antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel
bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahanya atau timbulnys variabel dependen (terikat)
(Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini terdapat empat variabel indepen,
yaifu;
a. Digitalisasi Pajak
Dalam konteks perpajakan digitalisasi administrasi pajak
merujuk pada transformasi proses pengelolaan dan pelaksanaan
administrasu perpajakan dan metode manual menuju system
berbasis teknologi digital. Implementasi digitalisasi pajak mencakup
penggunaan berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan platform daring
untuk mengiotomatisasi serta menyerdahanakan berbagai tahapan
dalam siklus perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan,
pembayaran, hingga pengawasan dan pencgakan hukum (Dewi et
al,, 2025).
Adapaun indicator indicator tentang digitalisasi pajak yang
digunakan (Yanto & Girindratama, 2021) pada penelitianya:
1) Kemudahan penggunaan layanan pajak digital
2) Kecepatan proses pelaporan dan pembayaran pajak
3) Aksesibilitas layanan digital pajak
4) Keandalan dan keamanan teknologi digital yang digunakan
5) Kemudahan pemenuhan kewajiban pajak akibat integrase
system terbaru
b. Tingkat Pendidikan Pemilik
Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka sudah
scharusnya semakin tinggi pula kesadaran yang timbul dalam dirt
wajib pajak tersebut sehingga akan terjadi peningkatan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kumalaningrum &
Ratieh, 2023).
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Adapun indikator tingkat pendidikan vang digunakan
(Permatasani & Efendi, 2023):
1) Jemang pendidikan formal yang ditempuh pemilik usaha
2) Kemampuan memahami aturan prosedur dan ketentuan
perpajakan
3) Kemampuan mengelola  administrasiusaha  dan dokumen
perpajakan
4) Kemampuan menilai risiko sanksi dan konsekuensi hokum
Insentif Pajak
Insentif pajak adalah dampak vang secara efektif dirasakan
oleh wajib pajak akibat pengurangan bebang pajak vang ditanggung
oleh wajib pajak (Wijaya et al., 2021).
Beberapa indikator insentif pajak yang digunakan
(Mohammad et al.,, 2021) pada penelitaianya:
1) Kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebijakan insentif
pajak
2) Keringanan beban pajak yang dirasakan wajib pajak akibat
msentif
3) Kesesuaian jenis insentif dengan kondisi dan kebutuhan
UMKM
4) Motivasi wajib pajak untuk patuh setelah menerima insentif
Sanksi Pajak
anksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah(preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma pepajakan (Nisa & Subagio, 2023).
Beberapa indikator sanksi pajak yang digunakan (Wea,
2022) pada penelitianya:
1) Ketegasan penerapan sanksi pajak
2) Pemahaman wajib pajak terhadap jenis-jenis sanksi pajak

3) Efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera
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4) Peran sanksi dalam mendorong wajib pajak membayar dan

melaporkan pajak tepat waktu

C. Estrnmen Penclitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat vang digunakan mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sceara spesilik semua fenomena

ini discbul variabel penclitian (Sugiyono, 2023),

1.  Kuisoner Skala Likert

No.

.1 Skala Likert
Keterangan Skor
Sangat Tidak Setuju |
Tidak Setuju 2
Netral 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5

3.2 Kuisioner gpatuhan Wajib Pajak (Y)
Pilihan Jawaban

Pertanyaan

STS

TS

N

S

SS

Saya selalu menyampaikan SPT sebelum batas
wakm yang ditetapkan

Saya selalu membayar pajak sesuai ketentuan

yang berlaku

Saya menyimpan seluruh dokumen perpajakan

dengan rapi dan benar

Saya menaati seluruh peraturan perpajakan

yang berlaku

Saya selalu melaporkan pajak sesuai kondisi

usaha yang scbenarnya

Saya tidak pernah sengaja menunda

pembayaran pajak.

Saya berusaha memahami setiap perubahan

peraturan perpajakan yang berlaku,
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3.3 Kuisioner Digitalisasi Pajak ﬂ

No. Pertanyaan PR
STS| TS | N S [ SS
I. | Layanan pajak digital mudah digunakan
5 Pelaporan dan pembayaran pajak melalaui
system digital berfangsung cepat
1 Saya dapat mengakses layanan pajak
digital kapan saja
i Sistem pajak digital aman dan jarang
mengalami gangguan
Sistem administrasi pajak terbaru
5 | memudahkan saya dalam melaporkan
pajak
Saya merasa sistem pajak digital
6 | membantu mengurangi kesalahan
pelaporan pajak.
. ' .sayii lebih memilih mcnggunﬂkhrf iayanan
pajak digital dibanding layanan manual.
3.4 Kuisoner Tingkat l’endidikanm)
o Pertanyasn Pilihan Jawaban
SIS| TS| N| 8 | 8§
Pendidikan yang saya temuh membantu
4 saya memahamu administrasi perpajakakan
N Saya memahami aturan dan prosedur
perpajakan dengan baik.
5 Saya mampu mengelola administrasi dan
dokumen perpajakan usahasaya.
1 Saya memahami risiko dan konsckuensi
hukum apabila tidak patuh pajak.
Pendidikan yang saya miliki membantu
5 | sayamemahami penggunaan sistem pajak

digital.

6

Saya mampu mencari informasi perpajakan

secara mandiri.

3%




Saya dapat memahami perubahan

2 kebijakan perpajakan dengan baik,
3.5 Kuisoner Insentif Pajak (X5
No. Pertanyaan E—
SIS (TS | N | § | 88
| Saya mudah mengakses informas: mengenai
insentif pajak untuk UMKM.
5 Insentif pajak membantu meringankan beban
pajak yang harus saya bayar.
A Insentif pajak vang diberikan sesuai dengan
kebuluhan usaha saya.
" Adanya insentif pajak meningkatkan
motivasi saya untuk patuh pajak.
Prosedur pengajuan insentif pajak mudah
? dipahami.
Z Insentif pajak membuat saya lebih tertib
dalam melaporkan pajak.
g Sosialisasi pemerintah mengenai insentif
pajak sudah cukup jelas,
3.6 Kuisoner@nksl Pajak (Xy)
Pilihan Jawaban
No. Pertanyaan
STS|TS| N | S |SS
Sanksi pajak diterapkan secara tegas
L oleh pemerintah.
Saya memahami jenis-jenis sanksi
5 | pajak yang dapat dikenak an kepada
wajib pajak.
Ancaman sanksi pajak memberikan
3 efek jera bagi saya.
Sanksi pajak mendorong sava untuk
4. | melaporkan dan membayar pajak tepat

waktu.

Saya merasa sanksi pajak membuat
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” wajib pajak lebih disiplin.
| Sanksi pajak membuat saya lebih
¢ berhati-hati dalam melaporkan pajak.
Penerapan sanksi pajak dilakukan
? secara adil kepada scluruh wajib pajak.
9}1 Validitas

Uji validitas merupakan tahap awal vang penting dalam penelitian
kuantitatif untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu
mengukur variabel yang seharusnya diukur. Menurut (Sugiyono, 2023),
instrumen g valid adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang
hendak diukur secara tepat, sedangkan (Ghozali, 2021) menvatakan
bahwa validitas dapat diuji deYangan mengorelasikan skor setiap item
pernyataan dengan skor total variabel yvang diukur. Dalam penelitian ini,
uji validitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan pada kuesioner
vang digunakan untuk mengukur variabel digitalisasi pajak, tingkat
pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak. dan kepatuhan wajib
pajak UMKM. Pengujian dilakukan menggunakan metode korelasi
Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Jumlah
responden yang digunakan dalam pengujian validitas dan reliabilitas
instrumen tidak memiliki batasan yang bersifat mutlak, namun penelitian
ini menggunakan seluruh sampel sebanyak 100 responden agar hasil
pengujian instrumen lehih akurat, stabil, dan representatif dalam
menggambarkan kondisi populasi penelitian. Suatu item pemyataan
dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r-hitung) lebih besar
daripada nilai r-tabel pada tingkat signifikansi 5% (« = 0,05) atau
memiliki ﬁai signifikansi (Sig.) kurang dar 0.05. Apabila kriteria
tersebut terpenuhi, maka item pernyataan dianggap mampu
merepresentasikan variabel penelitian dengan baik dan layak digunakan
dalam tahap analisis selanjutnya, sedangkan item yang tidak memenuhi
kriteria validitas perlu diperbaiki atau dieliminasi agar tidak

memengaruhi kualitas data dan hasil penelitian,
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Dengan dilakukannya uji validitas ini, peneliti memastikan bahwa
instrumen yang digunakan memiliki ketepatan pengukuran yang baik
sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.7 Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Butir Pernyataan | chitung | rtabel | Kdaangzm%
X1 0743 (0197 Valid
X1.2 0.802 |0.197  Valid
X13 0752 (0197 Walid
Digitalisasi pajmgf X1.4 0.724 |0.197  Walid |
X1 0836 (0197  Walid
X16 0.775 (0197  Walid |
X17 0791 |0.197  Walid |
X2.1 0.681 (0197 Falid
X22 0.754 0097 Valid
X23 0.65 |0.197  Valid
Tingkat Pendidikan (X3) X2.4 0728 (0497 valid |
X2.5 0724 |0497|  Valid
6 0.796 |0.197  Valid
@7 0.762 |0.197  Valid |
X3.1 0720 (0197 Valid |
X32 0.736 |0.197|  Valid
X33 0750 (0.197 Vakid |
Insentif Pajak (X3) X34 0711|0197 Walid |
X35 0759 |0.197  Walid
X3.6 0.778 |0.197| Valid |
X3.7 0730 (0197 valid |
a1 0731 0197  Valid |
X4.2 0697 |0.197  Valid
X43 0,680 [0.197  Valid
Sanks: Pajak (X:) X4.4 0,754 |0.197|  Valid
X4.5 0.680 |0.197  Valid
X4.6 0726 (0197  Walid
X4.7 0779|0197 Valid
vi 0692 (0197  Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 067 0197 Pt
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Y3 0.749 | D.197 Valid
Y4 0761 | D197 Valid
YS 0819 | 0,197 Valid
Y6 0,766 | D.197 Valid
Y7 0,686 | 0197 Valid

Berdasarkan hasil Uji Validitas menggunakan korelasi Pearson
Product Moment, seluruh 35 butir pernyataan yang mewakili kelima
variabel penelitian menunjukkan nilai .., yang lebih besar dari
Yrapet (0,197). Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pelaku
UMKM di Kediri ini terbukti mampu mengukur apa yang seharusnya
diukur.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas %akukan untuk mengetahui tingkat konsistensi
dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang
diteliti. geliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat
menghasilkan data yang relatif’ konsisten apabila digunakan berulang
kali pada kondisi yang sama atau serupa. Dengan demikian, instrumen
yang reliabel akan memberikan hasil pengukuran yang stabil dan dapat
dipercaya schingga mampu mendukung kualitas data penclitian yang
diperoleh.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan setelah seluruh
item pernyataan dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas @nujuan untuk
memastikan bahwa instrumen yang digunakan tidak hanya mampu
mengukur konsep yang diteliti secara tepat, tetapi juga memiliki tingkat
konsistensi yang baik dalam sctiap pengukurannya. Uji reliabilitas
dilakukan menggunakan metode Cronbach’s Alpha, yaitu metode yang
umum digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan perilaku untuk
mengukur konsistensi intermal antar item pemyataan dalam  suatu
variabel.

Nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan tingkat keterkaitan antar
item pernyataan vang digunakan untuk mengukur konstruk vang sama.
Menurut (Ghozali. 2021) suatu variabel dikatakan reliabel apabila
memiliki %ai Cronbach’s Alpha = 0,60, yang menunjukkan bahwa




instrumen memiliki tingkat konsistensi yang dapat diterima. Semakin
mendekati nilai 1,00 maka tingkat reliabilitas instrumen semakin tinggi,
sedangkan nifai Cronbach’s Alpha yang berada di bawah 0,60
mengindikasikan bahwa instrumen belum memiliki konsistensi yang
memadai schingga perlu dilakukan perbaikan atau evaluasi terhadap
item-item pernyataan yang digunakan.

Pengujian reliabilitas dalam penclitian ini dilakukan terhadap
seluruh variabel penelitian, yaitu Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat
Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Instrumen penelitian dinyatakan
reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel
lebih besar dari 0.60. Apabila seluruh variabel memenuhi Kkriteria
tersebut, maka instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat
konsistensi yang baik dan layak digunakan untuk analisis data lebih
lanjut, seperti analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Melalui uji reliabilitas ini, peneliti dapat memastikan bahwa
instrumen yang digunakan tidak hanya valid secara konscptual, tetapi
juga konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Oleh karena itu. data
yang diperoleh dari 100 responden UMKM wajib pajak di Kota Kediri
diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga hasil
penelitian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penarikan kesimpulan.

3.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha | Standar Knitis | Keterangan
Digitalisasi Pajak (X)) 0.889 0.6 Reliabel
Tingkat Pendidikan (X3) 0.853 0.6 Reliabel
Insentif Pajak (X5) 0.861 0.6 Reliabel
Sanksi Pajak (Xz) 0.846 0.6 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.858 0.6 Reliabel

Selanjutnya, Uji Reliabilitas memperlihatkan nilai Cronbach's

Alpha vang sangat memuaskan, di mana seluruh variabel mencatatkan
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angka di atas 0,80 (jauh di atas batas minimal 0,60). Temuan ini
memberikan kevakinan penuh bahwa instrumen kuesioner ini sangat
handal; seandainya kuesioner ini disebarkan kembali di waktu yang

berbeda, jawaban yang dihasilkan akan tetap konsisten.

D. Tempat dan Jadwal Penelitian

1. Tempat Penclitian
Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Kota Kediri. Pemilihan Kota Kedini scbagai
lokasi penelitian didasark an pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota
Kedin merupakan salah satu dacrah dengan jumlah pelaku UMKM yang
cukup besar. sehingga relevan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan
wajib pajak sektor usaha kecil. Kedua, pemerintah daerah Kediri telah
aktif mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk layanan
perpajakan, sehingga konteks ini sesuai dengan variabel digitalisasi pajak
dalam penelitian. Ketiga. berdasarkan fenomena yang diuraikan pada
Bab I, peningkatan jumlah wajib pajak di Kota Kediri tidak secara
otomatis diikuti peningkatan kepatuhan, sehingga diperlukan penelitian
empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kepatuhan UMKM. Dengan demikian, Kota Kediri dipilih sebagai tempat
penclitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan variabel
penclitian, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha,
insentif pajak, dan sanksi pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib
pajak UMKM.

2. Jadwal penelitian
Penelitian ini direncanakan berlangsung sclama empat bulan,

yaitu mulai bulan Maret hingga Juni 2026. Pada bulan Maret. peneliti
akan melakukan persiapan penelitian vang meliputi penentuan masalah
vang akan diteliti, penyusunan judul penelitian, penentuan variabel
penelitian, pengumpulan dan kajian teori dari berbagai sumber.
penyusunan hipotesis, serta penentuan populasi dan sampel penelitian.
Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki dasar

vang kuat dan arah yang jelas sebelum pengumpulan data dilakukan,




Memasuki bulan April. peneliti mulai menyusun instrumen
penelitian berupa kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan
data dari responden. Setelah kuesioner selesai disusun, peneliti
melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM vang
menjadi responden penclitian. Pada tahap ini, pencliti juga mulai
mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian,
Pada bulan Mei, data yang telah terkumpul akan diperiksa dan
diolah agar siap untuk dianalisis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis
data menggunakan metode statistik yang telah ditentukan. Hasil analisis
ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel
yvang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah vang telah
disusun sebelumnya.

Pada bulan Juni. peneliti melakukan tahap akhir penelitian, yaitu
menafsirkan hasil analisis data, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
penelitian, serta memberikan saran yang dapat menjadi masukan bagi
pihak terkait. Sclain itu, pada tahap ini juga dilakukan penyusunan
laporan skripsi scecara lengkap hingga siap untuk diajukan dan
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh rangkaian penelitian
mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga
penyusunan laporan dapat diselesaikan dalam periode Maret hingga Juni
2026.

| DN P%pulasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri afas:
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulanya (Sugivono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pelaku Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota
Kediri. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada kesesuaian
karaktenistik UMKM dengan variabel penelitian, yaitu digitalisasi pajak,
tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan
wajib pajak. UMKM dipilih scbagai unit analisis karena scktor ini
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memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, namun tingkat
kepatuhan perpajakannya masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji
secara empiris.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri
mempublikasikan jumlah usaha mikro per tahun pada portal Satu Data
Kota Kediri. Angka yang tercantum pada tabel (kolom tahun 2021-2025)
dan kolom “tahun (N-1)" menunjukkan seri berikut yang bisa dipakai
sebagai indikator jumlah UMKM di Kota Kediri pada tahun 2024
sebanyak 10.035.

Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan
rumus Slovin, yang digunakan ketika jumlah populasi diketahui secara
pasti dan peneliti menetapkan tingkat kesalahan tertentuPenentuan
jumlah sampel dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan rumus
Slovin apabila jumlah populasi telah diketahui, Rumus ini digunakan
untuk  memperolch  ukuran  sampel  yang  representatif  dengan
mempertimbangkan tingkat kesalahan (margin of error) yang masih
dapat ditoleransi oleh peneliti (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini,
tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10% (0,10). Dalam penelitian
ini digunakan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%.
Penggunaan tingkat kesalahan 10% masih dapat diterapkan dalam
penelitian kuantitatif, terutama apabila jumlah populasi relatif besar dan
penelitian bertujuan menguji hubungan antarvariabel, sehingga ukuran
sampel vang diperoleh tetap dapat mewakili populasi dengan tingkat
ketelitian yang memadai (Sugiyono, 2023). Penggunaan rumus Slovin
dipandang tepat dalam penelitian ini karena karakteristik populasi
UMKM yang relatif besar, schingga tidak memungkinkan dilakukan
sensus terhadap seluruh populasi. Dengan menerapkan tingkat kesalahan
tertentu. rumus Slovin mampu menghasilkan jumlah sampel vang
proporsional dan efisien tanpa mengurangi kemampuan penelitian dalam

melakukan generalisasi hasil.
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Populasi dalam penelitian ini merujuk pada data Dinas Koperasi. Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

a, Populasi (N): 10.322 UMKM (Tahun 2025).

b. Tingkat Kesalahan (&); 10% atau 0,10.

Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin:
g ——
1+ N(e)?
= 10.322
1 +10.322(0,10)2
__ 10322
1 +10.322(0,01)

o= -10.322
1+104,22

- 10.322
104,22

n = 99,04
Dibulatkan menjadi 100 responden. Jadi, penelitian ini membutuhkan
100 sampel pelaku UMKM di Kota Kediri.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahan yang dilakukan secara

sistematis oleh pemilik untuk menjalankann penelitian dari awal hingga akhir.

schingga proses penclitian menjadi lebih terarah, terukur, dan  dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1

Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap awal penelitian yang
bertujuan untuk mempersiapkan seluruh komponen penelitian agar
pelaksanaan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Tahap ini
meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
a. Identifikasi Masalah dan Perumusan Judul Penclitian
Penclitian  diawali dengan  mengidentifikasi  fenomena
empiris terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak akibat digitalisasi
administrasi perpajakan. Fenomena tersebut kemudian dianalisis

untuk menemukan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi
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aktual. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, dirumuskan
Jjudul penelitian yvang relevan, yaitu mengenai pengaruh digitalisasi
pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif _|ak. dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.
b.  Penentuan Variabel Penelitian
Sectelah judul ditetapkan, langkah selanjuinya  adalah
menentukan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan satu
variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, serta
empat variabel independen, vyaitu digitalisasi pajak. tingkat
pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak.
Penentuan variabel didasarkan pada teori. hasil penelitian terdahulu,
serta fenomena empiris yang relevan dengan objek penelitian,
c.  Penyusunan Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian
Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka untuk menyusun
landasan teori yang mendukung variabel penelitian. Teori-teori
vang digunakan antara lain Theory of Planned Behavior (TPB),
Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory,
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, selanjutnya
dirumuskan hipotesis penelitian yang menyatakan dugaan adanya
pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen terhadap
variabel dependen.
d. Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sehagai wajib
pajak di Kota Kediri. Selanjutnya. ditentukan sampel penelitian
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai.
schingga sampel yang diperoleh dapat mewakili karakteristik
populasi dan memungkinkan penarikan kesimpulan secara umum.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti penelitian vang berfokus
pada pengumpulan dan pengolahan data empiris. Tahap ini meliputi

kegiatan sebagai berikut:
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Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner yang
mengacu pada indikator masing-masing variabel penelitian,
Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur
persepsi responden terhadap digitalisasi pajak, tingkat pendidikan
pemilik, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.
Instrumen  yang  telah  disusun kemudian  diuji validitas  dan
reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data.
Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
Kuesioner kepada responden, yaitu pelaku UMKM di Kota Kediri.
Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan
merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden
melalui jawaban atas pemyataan-pernyataan dalam kuesioner.
Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses
pengolahan, yvang meliputi pengkodean data, input data ke dalam
perangkat lunak statistik. serta pemeriksaan kelengkapan dan
konsistensi jawaban responden. Pada tahap ini juga dilakukan uji
validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen
penelitian layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.
Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode
statistik kuantitatif. Tahapan analisis meliputi analisis statistik
deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan
variabel penclitian, uji asumsi klasik. serta analisis regresi linier
berganda. Sclain itu, dilakukan ji t untuk mengetahui pengaruh
parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk mengetahui
pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R?) untuk mengukur
besarnya Kkontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen.
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3. Tahap Akhir Penelitian
Tahap akhir merupakan tahap penutup vang bertujuan untuk
merangkum dan menafsirkan hasil penelitian. Tahap ini meliputi kegiatan

sebagai berikut:
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Penyusunan Interpretasi Hasil Analisis Data

Hasil analisis statistik vang telah diperoleh kemudian
diinterpretasikan secara mendalam dengan mengaitkan temuan
penelitian dengan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu.
Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari hasil
pengujian hipotesis serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM,
Pengambilan  Kesimpulan dan Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil interpretasi data, selanjutnya disusun
kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Selain itu, disusun pula rekomendasi yang bersifat
praktis dan akademis, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak, pelaku
UMKM, maupun peneliti selanjutnya, guna meningkatkan

kepatuhan wajib pajak UMKM di masa mendatang.
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3.1 Prosedur Penelitian

e

P Populsn deo

Sumzpe! Peneltian

Pexvusunas Instrumen

G. Teknik Analisis Data

46
Teknik analisis data dalam penelitian % digunakan untuk mengolah

dan menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran
kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Kediri. Analisis dilakukan secara

bertahap untuk memastikan bahwa dala memenuhi asumsi statistik dan

mampu menjawab hipotesis penelitian secara ilmiah dan objektif
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P Analisis Statistik Deskriptif

[

Analisis statistik  deskriptif digunakan untuk  memberikan
gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, baik dari sisi
responden maupun variabel yang diteliti. Statistik deskriptif bertujuan
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data scbagaimana adanya
tanpa bermaksud menarik  kesimpulan ﬁg bersifat  generalisasi
(Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif
meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi
dari setiap variabel penelitian, yaitu digitalisasi pajak, tingkat pendidikan
pemilik, insentif pajak. sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nilai
mean digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden.
sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran
data dari nilai rata-rata (Ghozali. 2021). Analisis ini penting untuk
mengetahui gambaran awal persepsi responden terhadap variabel
penelitian serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap analisis
inferensial.

Ji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model
regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian memenuhi
kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLULE). Menurut (Ghozali,
2021) pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data
penelitian layak digunakan dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik
dalam penelitian ini meliputi:

a. g_:)l Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data
residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi
yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal
{Ghozali, 2021). Uji normalitas dalam penclitian int dilakukan
dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data
dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar
dari 0,05.

53




Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah
terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model
regresi. Menurut (Ghozali, 2021), model regresi yang baik
scharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian dilakukan
dengan melihat nilai Tolerancedan Variance Inflation Factor (VIF).
Apabila 1lai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapal
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam
model regresi. Model regresi vang baik adalah model yang tidak
mengandung gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Pengujian
dilakukan menggunakan uji Glejser. di mana apabila nilai
signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari

0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas,

3. gnalisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel

dependen secara simultan maupun parsial (Sugiyono, 2023). Dalam

penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk

menganalisis aengaruh digitalisasi pajak (X1), tingkat pendidikan pemilik

(X2). insentif pajak (X3), dan sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM (Y).

Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y=o+ fXs +B2Xa+ PaXa+PaXs + ¢

Keterangan:

1) Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM

2) A ' Konstanta

3) Bfs : Koefisien regresi masing-masing variabel independent
4) Xi . Digitalisasi pajak

5) Xz :Tingkat pendidikan pemilik
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6) Xs :Insentif pajak
7) Xa  :Sanksi pajak
§) E . Error term

Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya
pengaruh  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel
dependen.
Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang telah dirumuskan pada Bab II. Pengujian dilakukan pada tingkat
signifikansi 5% (a = 0.05).
a. 1t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Menurut (Ghozali. 2021), uji t dilakukan dengan membandingkan
nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0.05. Apabila nilai
signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. yang berarti variabel
independen berpengaruh |gniﬁkan terhadap variabel dependen.

Secara teknis, pengujian dilakukan dengan membandingkan
nilai t hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (a = 0.05).
Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan
melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil output regresi.

riteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai
berikut:

1) Apabila nilai t-hitung > t-tabel atau nilai signifikansi (Sig.) <
0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti
variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen.

2) Apabila nilai t-hitung < I-tabel atau nilai signifikansi (Sig.) =
0,05, maka hipotesis nol (Hp) diterima. Hal ini berarti variabel
independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ariabe.l dependen.
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Melalui uji t. peneliti dapat mengetahui variabel mana yang
benar-benar memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan
wajib pajak UMKM. Hasil uji ini sangat berguna untuk memberikan
gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor dominan yang
memengaruhi kepatuhan wajib pajak, schingga dapat dijadikan
dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat
sasaran.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel
independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel
dependen. Model regresi dikatakan lavak apabila nilai signifikansi
uji F lebih kecil dari 0.05 (Sugiyono. 2023), Pengujian dilakukan
#engan membandingkan nilai F hitung dengan F-tabel pada tingkat
signifikansi 5% (a = 0.05). Selain itu, keputusan juga dapat diambil
?f:gan melihat nilai signifikansi (Sig.) pada tabel ANOVA hasil

engolahan  data menggunakan  SPSS.  Kriteria  pengambilan
é:pulusan dalam uji F adalah scbagai berikut:
1) Apabila nilai#
0,05, maka hipotesis alternatif (Has) diterima. Artinya, seluruh

‘-hitung > F-tabel atau nilai signifikansi (Sig.) <

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.

2) Apabila nilai F-hitung < F-tabel atau nilai signifikansi (Sig.) =
0,05, maka hipotesis nol (Ho) diterima. Artinya, variabel
independen secara bersama-sama tdak berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.

Hasil uji F menunjukkan apakah model penelitian yang
digunakan sudah tepat dan mampu menjelaskan fenomena
kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila uji F menunjukkan hasil
yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi vanabel
digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan
sanksi pajak secara bersama-sama memiliki peran penting dalam
membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM.




Koefisien Determinasi (R7)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa
besar kemampuan ariabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen. Nilai R? berada antara 0 dan 1. Semakin besar
nilai R*, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021).

Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi digitalisasi pajak, tingkat
pendidikan pemilik, insentif Jak, dan sanksi pajak dalam
menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.
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ﬁBlV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penclitian
Bab ini menguraikan  sccara komprehensif  mengenai  hasil
pengumpulan dan pengolahan data yang tclah dilakukan di lapangan.
Penclitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan membuktikan secara
empiris bagaimana digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif
pajak, dan sanksi pajak mengambil peran dalam membentuk perilaku
kepatuhan jib pajak pada sektor Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah
(UMKM) di Kota Kediri. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil
dari instrumen kuesioner yang telah disebarkan dan diisi secara penuh oleh
100 responden yang memenuhi kriteria penarikan sampel.
. Gambaran Umum Responden
Penelitian ini dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang berada di Kota Kedin. Pemilihan UMKM
sebagai objek penclitian didasarkan pada peran strategis UMKM sebagai
salah satu  scktor yang memberikan  kontribusi  besar  terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain i, UMKM
merupakan kelompok wajib pajak vang saat ini menjadi fokus pemerintah
dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui digitalisasi layanan
pajak, pemberian insentif pajak, serta penguatan kebijakan sanksi
perpajakan. Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki
jumlah UMKM yang cukup besar dan beragam. meliputi sektor kuliner,
perdagangan, dan jasa. Pemerintah Kota Kediri juga terus mendorong
pemantaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. termasuk
layanan perpajakan, schingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai
digitalisasi pajak.
Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada
100 pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Kuesioner

disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi
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responden terhadap variabel digitalisasi pajak. tingkat pendidikan
pemilik usaha, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.
a. Karakteristik Responden Berdasrkan jenis usaha
Berikut ini pada tabel 4.1akan disajikan gambaran umumres
ponden berdasarkan jenis usaha:
4.1 Tabel Jenis Usaha Responden

Jenis usaha Jumlah Presentase
Jasa | 44 44%
Kuliner 41 41%
Perdagangan 15 15%

Total 100 100%

Berdasarkan jenis usaha, responden penelitian didominasi
oleh sektor jasa sebanyak 44 responden (44%). Sektor kuliner
berada di urutan kedua dengan 41 responden (41%), sedangkan
sektor perdagangan sebanyak 15 responden (15%). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari usaha
jasa dan kuliner yang banyak berkembang di Kota Kediri.
Karakteristik ini sesuai dengan tujuan penclitian yang mengkaji
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam berbagai scktor usaha.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berikut ini pada tabel 4.2 akan disajikan gambaran umum

responden berdasarkan lama usaha:

4.2 Tabel Lama Usaha Responden

Lama Usaha Jumlah Presentase
< | tahun 15 15%

1-3 tahun 50 50%

4-6 tahun 22 22%

= 6 tahun 13 13%

Total 100 100%

Berdasarkan lama usaha, mayoritas responden telah

menjalankan usahanya selama 1-3 tahun sebanyak 50 responden




(50%). Responden yang memiliki lama usaha 4-6 tahun berjumlah
22 responden (22%), sedangkan responden yang menjalankan usaha
kurang dari 1 tahun sebanyak 15 responden (15%). Adapun
responden yang telah menjalankan usaha lebih dari 6 tahun
berjumlah 13 responden (13%). Data tersebut menunjukkan bahwa
schagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada
fase pengembangan usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola
usaha serta mulai berhadapan dengan berbagai Kkewajiban
administrasi dan perpajakan,
a. Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil jawaban responden tentang kepatuhan

wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Item | STS N S SS Total

F|% | F|% |E| % |E| % |[FE| % | E| %

Y1l 5|5 [24(24 [S4|54 |[17/17 |100] 100
Y12 32(32 [sa|54 |13[13 |100] 100
Y13 3(3 [34[32 [47]47 T16]16 [100] 100
Y14 22 (29029 [s4|54 [15[15 |100] 100
YLS 22 [32]32 |46/46 [20]20 [100] 100
Y6 44 [36|36 |4242 | 18|18 |100 100
Y17 4[4 |28(28 [S3[53 15|15 | 100 100

Berdasarkan Tabel Deskripsi Data Variabel Kepatuhan
Wajib Pajak, mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (S)
pada seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan
wajib pajak. Pada indikator Y'1.1, sebanyak 54 responden (54%
menvatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat

setuju. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak sctuju
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hanya sebanyak 5 responden (5%). Pada indikator Y 1.2, mayoritas
responden juga memberikan jawaban setuju sebanyak 54 responden
(54%) dan sangat setuju sebanyak 13 responden (13%). Indikator
Y 1.3 menunjukkan bahwa 47 responden (47%) menyatakan setuju
dan 16 responden (16%) menyatakan sangat sctuju. Selanjutnya,
pada indikator Y1.4 scbanyak 54 responden (54%) memberikan
jawaban sctuju dan 15 responden (15%) memberikan jawaban
sangat setuju.

Pada indikator Y1.5, sebanyak 46 responden (46%)
menyatakan setuju dan 20 responden (20%) menyatakan sangat
setuju. Indikator Y1.6 menunjukkan bahwa 42 responden (42%)
menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat
setuju. Sementara itu, pada indikator Y 1.7 sebanyak 53 responden
(53%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyvatakan
sangat setuju. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan
bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan wajib pajuk
vang baik. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban setuju dan sangat

sctuju pada seluruh indikator yang digunakan dalam penclitian.

b. Deskripsi Data Variabel Digitalisasi pajak
Berdasarkan hasil jawaban responden tentang Digitalisasi
pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

abel 4.4
Data Variabel Digitalisasi Pajak

Item | STS TS N S SS Total
F|I%|F| % |E| % |F| % |F| % | E| %
X1 414 (22122 (49|49 |25|25 100 | 100
X1.2 717 [26(26 (38|38 |29]29 100 100
X1.3 717 [29]29 (4545 19|19 100 100
X1.4 313 [32(32 |46 46 19119 100 100




X155 515 2626 [49149 [ 20/20 | 100! 100
'X1.6 717 127127 |46/46 2020 | 100! 100
X1.7 44 [32(32 [40]40 [24]24 [100] 100

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel digitalisasi pajak,
mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (S) pada seluruh
indikator. Pada indikator X1.1, sebanyak 49 responden (49%)
menyatakan setuju dan 25 responden (25%) menyatakan sangat
setuju. Pada indikator XI1.2, sebanyak 38 responden (33%)
menyatakan setuju dan 29 responden (29%) menyatakan sangat
setuju.Indikator X1.3 menunjukkan bahwa 45 responden (45%)
menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat
setuju. Pada indikator X1.4, sebanyak 46 responden (46%)
menyatakan setuju dan 19 responden (19%) menyatakan sangat
sciuju. Selanjutnya, pada indikator X1.5 scbanyak 49 responden
(49%) menyatakan setuju dan 20 responden (20%) menyatakan
sangat setuju.

Pada indikator X1.6, sebanyak 46 responden (46%)
memberikan jawaban setuju dan 20 responden (20%) memberikan
jawaban sangat setuju. Sementara itu, pada indikator X 1.7 sebanyak
40 responden (40%) menyatakan setuju dan 24 responden (24%)
menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
responden memiliki persepsi yang positif' terhadap penerapan
digitalisasi pajak. Mayoritas responden menilai bahwa sistem
perpajakan berbasis digital mampu mempermudah pelaksanaan
kewajiban perpajakan.

¢. Deskripsi Data Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik
Berdasarkan hasil jawaban responden tentang tingkat

pendidikan pemilik dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.5
Data Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik

Item | STS TS N S SS Total
FE|%|F|% |F| % |F| % E| % F| %
X2.1 3(3 3131 52|52 14 | 14 100 100
| X2.2 414 (34|34 |46 46 16 | 16 100 100
| X23 313 [35]35 (45|45 17117 100 1 100
' X24 1)1 35|35 |47 |47 17117 100 ' 100
| X2.5 414 (35|35 |46 46 15|15 100 1 100
X2.6 313 |34(34 |45 45 18 18 100 1 100
X2.7 6|6 |23(23 |49(49 |[22(22 100 100

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel tingkat pendidikan
pemilik, mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (S) pada
seluruh indikator penelitian. Pada indikator X2.1, sebanvak 52
responden (52%) menyatakan setuju dan 14 responden (14%)
menyatakan sangat setuju. Pada indikator X2.2, sebanyak 46
responden (46%) memberikan jawaban setuju dan 16 responden
(16%) memberikan jawaban sangat setuju. Pada indikator X2.3.
sebanyak 45 responden (45%) menyatakan setuju dan 17 responden
(17%) menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, indikator X2.4
menunjukkan bahwa 47 responden (47%) menyatakan setuju dan
17 responden (17%) menyvatakan sangat sctuju. Pada indikator X2.5,
schanyak 46 responden (46%) menyatakan setuju dan 15 responden
(15%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X2.6, sebanvak 45 responden (45%)
menyatakan setuju dan 18 responden (18%) menyatakan sangat
sefuju. Sementara itu. indikator X2.7 menunjukkan bahwa 49
responden (49%) menyatakan setuju dan 22 responden (22%)

menyatakan  sangat  setuju. Secara umum, hasil tersebut




menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik UMKM dinilai
cukup baik dan mampu mendukung pemahaman terhadap peraturan
serta kewajiban perpajakan.
d. Deskripsi Data Variabel Insentif pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden insentif pajak dapat

dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6
Data Variabel Insentif Pajak

ltem gs TS N E | ss Total

F|%|F|% |F| % |F| % |F| % | F | %
BEY 1)1 26|26 |S0 /50 | 23[23 | 100 100
' X322 L [1 |30|30 |45|45 |24[24 | 100 100
X33 22 [37]37 (4646 [15[15 [100] 100
X34 22 36|36 [40]20 (22022 [100] 100
X35 L1 (3232 [52]52 |15(15 | 100/ 100
X3.6 5[5 [33[33 (44|44 | 18|18 | 100 100
X3.7 s|[s [30]30 |40 40 25|25 [100] 100

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel insentif pajak,
mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (8) pada hampir
seluruh indikator penelitian. Pada indikator X3.1, sebanyak 50
responden (50%) menyatakan setuju dan 23 responden (23%)
menyatakan sangat sctuju. Pada indikator X3.2, scbanyak 45
responden (45%) menyatakan setuju dan 24 responden (24%)
menyatakan sangat setuju. Indikator X3.3 menunjukkan bahwa 46
responden (46%) menyatakan setuju dan 15 responden (15%)
menyatakan sangat setuju. Pada indikator X3.4, sebanyak 40
responden (40%) menyatakan setuju dan 22 responden (22%)
menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, indikator X3.5
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menunjukkan bahwa 52 responden (52%) menyatakan setuju dan
15 responden (15%) menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X3.6, sebanvak 44 responden (44%)
memberikan jawaban setuju dan 18 responden (18%) memberikan
jawaban sangat seluju. Sementara itu, indikator X3.7 menunjukkan
bahwa 40 responden (40%) menyatakan setuju dan 25 responden
(25%) menyatakan sangat sctuju, Hasil tersebut menunjukkan
bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap penerapan
sanksi pajak. Keberadaan sanksi pajak dinilai mampu meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden
menilai insentif pajak yang diberikan pemerintah cukup membantu
dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.

e. Deskripsi Data Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil jawaban responden sanksi pajak dapat

dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7
Data Variabel Sanksi Pajak

Item | STS % N S SS Total
EF|%|F| % |F| % |F| % |F| % F %
| X4.1 5(5 |30|30 |55]|55 10| 10 100 100
X4.2 313 |[33(33 |47 47 1717 100 100
| X4.3 S5 (32|32 |47 |47 16 | 16 100 100
- X44 5|5 |[28(28 (49|49 18|18 100 100
| X4.5 111 33133 [ 5151 15|15 100 100
- X4.6 1|1 29129 |[53|53 17117 100 - 100
| X4.7 414 29129 |49 49 I8 | I8 100 100

Berdasarkan hasil deskripsi data variabel sanksi pajak,

mayoritas responden memberikan jawaban Setuju (S) pada scluruh




indikator penelitian. Pada indikator X4.1, sebanyak 55 responden
(55%) menyatakan setuju dan 10 responden (10%) menyatakan
sangat setuju. Pada indikator X4.2, sebanyak 47 responden (47%)
menyatakan setuju dan 17 responden (17%) menyatakan sangat
setuju. Pada indikator X4.3, scbanyak 47 responden (47%)
memberikan jawaban sctuju dan 16 responden (16%) memberikan
jawaban sangat sctuju. Sclanjutnya, pada indikator X4.4 schanyak
49 responden (49%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%)
menyatakan sangat setuju.

Pada indikator X4.5, sebanyak 51 responden (51%)
menyatakan setuju dan 15 responden (15%) menyatakan sangat
setuju. Pada indikator X4.6, sebanyak 53 responden (53%)
memberikan jawaban setuju dan 17 responden (17%) memberikan
jawaban sangat setuju. Sementara itu, pada indikator X4.7 sebanyak
49 responden (49%) menyatakan setuju dan 18 responden (18%)
menyatakan sangat sctuju.

2. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk memotret kecenderungan
jawaban responden terhadap masing-masing variabel, sehingga Kita

dapat melihat sebaran data secara umum sebelum dilakukan uji pengaruh.

4.8 msll Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
Minimu  Maximu Su.

N m m Mean Deviation
TOTALY 100 1800 3300 265700  3,82510
TOTAL_ X1 100 16.00 35,00 26,8800 4,459979
TOTALX2 100 1800 3500 264400  3,90369
TOTAL X3 100 1900 34,00 26,8400 3,08157
TOTAL_X4 100 1900 3500 264800  3,76988
Valid N 100

(listwise)
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Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa jumlah responden
dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM di Kota Kediri.
Variabel Digitalisasi Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar
26,88 dengan skor minimum 16 dan maksimum 35. Nilai rata-rata yang
relatif’ tinggi menunjukkan bahwa scbagian besar responden menilai
layanan perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan layanan
perpajakan  online lainnya  telah  memberikan  kemudahan  dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, nilai standar deviasi sebesar
4.49 menunjukkan masih terdapat perbedaan persepsi antarresponden
dalam memanfaatkan layanan digital perpajakan. Variabel Tingkat
Pendidikan Pemilik (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,44 dengan
skor minimum 18 dan maksimum 35. Hasil ini menunjukkan bahwa
mayoritas pemilik UMKM memiliki tingkat pemahaman yang cukup
baik terkait administrasi usaha dan kewajiban perpajakan. Nilai standar
deviasi sebesar 3,90 menunjukkan bahwa jawaban responden relatif tidak

terlalu beragam.

Variabel Insentif' Pajak (X3) memiliki nilai rata-rata schesar
26,84 dengan skor minimum 19 dan maksimum 34, Nilai tersebut
menunjukkan bahwa responden pada umumnya memberikan penilaian
yang cukup baik terhadap kebijakan insentifl pajak yang diberikan
pemerintah. Standar deviasi sebesar 3,98 mengindikasikan bahwa
terdapat sedikit perbedaan pandangan mengenai manfaat dan kemudahan
akses terhadap insentif pajak yang diterima oleh pelaku UMKM. Variabel
Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,49 dengan skor
minimum 19 dan maksimum 35. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar responden memahami pentingnya sanksi pajak sebagai bentuk
penegakan aturan perpajakan. Standar deviasi schesar 3,76 menunjukkan
bahwa jawaban responden cenderung homogen atau memiliki tingkat
keseragaman yang cukup tinggi.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajuk (Y) memiliki
nilai rata-rata scbesar 26,57 dengan skor minimum 18 dan maksimum

33. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib




pajak UMKM di Kota Kediri tergolong cukup baik. Standar deviasi
sebesar 3,82 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki
tingkat kepatuhan vang relatif seragam dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, baik dalam pelaporan maupun pembavaran pajak sesuai
ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil analisis statistik
deskriptil’ menunjukkan bahwa seluruh vaniabel penelitian memiliki nilai
rata-rata yang cenderung tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
responden memberikan persepsi yang positif terhadap digitalisasi pajak.
tingkat pendidikan, insentif pajak. dan sanksi pajak, serta menunjukkan
tingkat kepatuhan wajib pajak vang cukup baik. Temuan ini sejalan
dengan tujuan penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.
Uji Asumsi Klasik
Beran_jak pada tahap selamjutnya, model regresi yang baik
haruslah memenuhl kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)
agar kesimpulan yang diambil nantinya tdak menyesatkan.
a. Ui Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data
residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam
penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode One-
Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap nilai residual vang
dihasilkan dari model regresi. Uji normalitas merupakan salah satu
svarat dalam analisis regresi linear berganda agar hasil pengujian
statistik yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan yang akurat.
Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov
Qalah apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar
dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Scbaliknya,
apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data residual

tidak berdistribusi normal.




4.9 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Eerdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.9, diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai terscbut lebih besar dari 0,05
(0,200 > 0,05), schingga dapat disimpulkan bahwa data residual
dalam penclitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model
regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan
layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil ini menunjukkan bahwa penyebaran data responden
mengenai Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif
Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri tidak mengalami penyimpangan yang berarti dari distribusi
normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis menggunakan regresi
linear berganda dapat dilakukan karena salah satu asumsi klasik
telah terpenuhi.

E Uji Multikolincaritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah
terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model
regresi. Model regresi yang baik scharusnya tidak memiliki
hubungan yang kual antar variabel bebas, schingga masing-masing

variabel dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel
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1
dependen secara jelas. Dalam penelitian ini, uji gultikolinwr’itas
dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF).

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas
adalah apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF
lebih kecil dari 10, maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala
multikolinearitas. Sebaliknya, jika ﬁai Tolerance kurang dari 0,10
atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas

dalam model regresi.

4.10 Hasil Uji Multikolincaritas
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Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10,
seluruh variabel independen yaitu Digitalisasi Pajak (X1). Tingkat
Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak
(X4) memiliki |lai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF
lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat
hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model
penelitian.

Dengan  demikian, setiap  variabel bebas  memiliki
karakteristik dan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan
Kepatuhan Wajib  Pajak UMKM (Y). Digitalisasi Pajak
menggambarkan kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital,
Tingkat Pendidikan Pemilik mencerminkan kemampuan memahami
kewajiban perpajakan, Insentif Pajak berkaitan dengan keringanan
vang diberikan pemerintah. sedangkan Sanksi Pajak berhubungan

dengan penegakan aturan perpajakan. Keempat variabel tersebut
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tidak saling tumpang tindih sehingga dapat digunakan secara
bersama-sama dalam model regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk engetahui apakah
dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual
pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik adalah model
vang tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varians
residual yang konstan (homoskedastisitas). Dalam penelitian ini,
pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode
Glejser dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1),
Tingkat Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi
Pajak (X4). Menurut (Ghozali, 2021), model regresi dinyatakan
bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signitikansi
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)
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Berdasarkan hasil uji Glejser g:da Tabel 4.11. diketahui
bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yvang
lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat
Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap nilai
absolut residual. Dengan demikian, varians residual pada model
regresi cenderung konstan dan tidak membentuk pola tertentu,

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penycbaran kesalahan

(error) dalam model regresi terjadi secara acak dan relatif merata




pada seluruh tingkat pengamatan. Artinya, tidak terdapat kondisi di
mana nilai residual menjadi semakin besar atau semakin kecil pada
kelompok data tertentu. Dengan kata lain, model regresi yang
digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi
homoskedastisitas  schingga estimasi  kocfisien  regresi  yang
dihasilkan dapat dianggap tidak bias dan efisien.

Tidak ditemukannya gejala  heteroskedastisitas  juga
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Digitalisasi Pajak,
Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dianalisis dengan
lebih akurat. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linier
berganda dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.
baik melalui uji t (parsial) maupun uji F (simultan), Hasil ini
memperkuat kelayakan model penelitian dalam menjelaskan

cngaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif
@Jak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

di Kota Kediri

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah model dipastikan sehat dan layak, inti dari penelitian ini
bermuara pada pengujian arah dan besaran pengaruh antar variabel.
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.
Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui rah dan besarnya
pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan
hubungan searah, sedangkan kocfisien negatif menunjukkan hubungan

berlawanan arah.
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4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
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Dari output koefisien pada Tabel 4.12, maka dapat disusun

persamaan matematis regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 2,754 + 0,242 + 0,193X2 + 0,080X; + 0,380Xs + ¢

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan

sebagai berikut:
a. Konstanta (o) = 2,754

Nilai konstanta sebesar 2,754 menunjukkan bahwa apabila
variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif
Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap bernilai konstan atau tdak
mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
sebesar 2.754 satuan. Nilai ini menggambarkan adanya tingkat
kepatuhan dasar yang dimiliki oleh pelaku UMKM meskipun belum
dipengaruhi oleh keempat variabel yang diteliti. Kepatuhan dasar
tersebut dapat muncul karena adanya kesadaran pribadi, kewajiban
hukum, pengalaman usaha, maupun faktor lain di luar model
penelitian,

b. Koefisien Regresi Digitalisasi Pajak (X1)=0,242

Nilai koefisien regresi Digitalisasi Pajak sebesar 0,242
menunjukkan arah hubungan positif antara digitalisasi pajak dan
kepatuhan wajib pajak. Artinya. setiap peningkatan satu satuan
Digitalisast Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM sebesar 0,242 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan
digitalisasi perpajakan, seperti penggunaan e-filing, e-billing, e-
registration, dan layanan perpajakan berbasis elektronik fainnya,

maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
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Kemudahan akses layanan perpajakan secara digital membuat
pelaku UMKM lebih mudah melakukan pelaporan dan pembayaran
pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, proses
vang lebih cepat. praktis, dan transparan mampu mengurangi
hambatan administratif yang sclama ini menjadi kendala wajib
pajak.

Temuan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model
(TAM) vang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan
menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap
bermanfaat dan mudah digunakan. Ketika pelaku UMKM
merasakan manfaat dari sistem perpajakan digital. maka mereka
cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan Pemilik (X2)= 0,193

Nilai koefisien regresi Tingkat Pendidikan Pemilik sebesar
0.193 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan fingkat
pendidikan pemilik usaha akan meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak sebesar 0,193 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien positif im menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan pemilik UMKM, maka kecenderungan
kepatuhan perpajakannya juga meningkat. Pemilik usaha yang
memiliki tingkat pendidikan lebih baik cenderung lebih mudah
memahami ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan, serta
kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak.

Namun berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi
sehesar 0,056, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, Tingkat
Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil ini
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum menjadi faktor
utama vang menentukan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib
pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan sistem
perpajakan, kesadaran perpajakan, maupun penerapan sanksi

perpajakan.
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d. Koefisien Regresi Insentif Pajak (X3) =0,080

Nilai koefisien regresi Insentif Pajak sebesar 0,080
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan insentif pajak
akun meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM scebesar 0,080
satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Meskipun memiliki arah hubungan positil] nilai kocfisien ini
merupakan yang paling kecil dibandingkan variabel lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kontribusi insentif pajak terhadap peningkatan
kepatuhan relatif lebih rendah dibandingkan Digitalisasi Pajak
maupun Sanksi Pajak.

Secara teoritis, insentif pajak seharusnva dapat mendorong
kepatuhan karena mampu mengurangi beban perpajakan yang
ditanggung wajib pajak. Namun dalam praktiknya, tidak semua
pelaku  UMKM memahami keberadaan insentif pajak atau
mengetahui cara memanfaatkannya. Kondisi tersebut menyebabkan
pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan menjadi kurang
optimal. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM di
Kota Kediri cenderung lebih mempertimbangkan kemudahan
layanan perpajakan dan kepastian sanksi dibandingkan adanya
fasilitas insentif yang diberikan pemerintah.

e. Koefisien Regresi Sanksi Pajak (X4) = 0,380

Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,380
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sanksi Pajak
akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,375
satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien im merupakan nilai terbesar dibandingkan variabel
independen lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak
merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan

konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula
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tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM cenderung mematuhi
kewajiban perpajakannya karena ingin menghindari risiko denda,
bunga, maupun konsekuensi hukum lainnya. Keberadaan sanksi
vang jelas juga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang
berpotensi melakukan pelanggaran,

Temuan  ini sesuai dengan  Deterrence Theory yang
menjelaskan bahwa sescorang akan cenderung mematuhi aturan
ketika risiko dan konsekuensi pelanggaran dianggap lebih besar
daripada keuntungan vang diperoleh dari ketidakpatuhan. Oleh
karena itu, sanksi perpajakan menjadi instrumen yang efektif dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan
bahwa seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, peningkatan
Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak. dan
Sanksi Pajuk cenderung ditkuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM. Namun berdasarkan besamya koefisien regresi,
Sanksi Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling
dominan, diikuti oleh Digitalisasi Pajak. Tingkat Pendidikan
Pemilik, dan Insentif Pajak.

5. Ujt Hipotesis
a. Ujit (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen,
vaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengujian dilakukan dengan
tingkat signifikansi (a) sebcsarai Apabila nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 maka hipotesis dilerima, yang berarti variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
R | T —
hipotesis ditolak. yang berarti variabel independen tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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4.13 Hasil Ujit
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Dari hasil uji t(parsial) tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1) Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel
Digitalisasi Pajak (X1) memperoleh |lai t hitung sebesar 3,015
dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi terscbut
lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). schingga H1 diterima, Hasil
ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri. Semakin baik penerapan sistem perpajakan berbasis
digital, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kemudahan penggunaan layanan perpajakan elektronik seperti
e-Filing, e-Billing, dan layanan perpajakan digital lainnya
membantu  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban
perpajakannya secara lebih efektif dan efisien.
2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coclficients. variabel
Tingkat Pendidikan Pemilik (X2) memperoleh nilai t hitung
sehesar 1,938 dengan nilai signifikansi sebesar 0,056. Nilai
signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0.056 > 0.05),
sechingga H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa Tingkat
Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki pemilik

UMKM belum tentu menjadi faktor utama yang menentukan
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kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan
wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran
perpajakan, kemudahan sistem perpajakan digital, maupun
penerapan sanksi perpajakan.
3) Pengaruh Insentif’ Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Cocefficients, variabel
Insentif Pajak (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,813
dengan nilai signifikansi sebesar 0.418. Nilai signifikansi tersebut
lebih besar dari 0.05 (0.418 > 0,05), sehingga H3 ditolak. Hasil
ini menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kedirt. Meskipun insentif pajak memberikan manfaat berupa
pengurangan beban pajak. keberadaannya belum mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Kondisi
ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman pelaku
UMKM mengenai program  insentif pajak atau rendahnya
pemanfaatan fasilitas yang telah diberikan pemerintih.
4) Pengaruh  Sanksi Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib  Pajuk
Berdasarkan hasil uji t pada Tabel Coefficients, variabel
Sanksi Pajak (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,952
engan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut
lebih kecil dari 0.05 (0,000 < 0,05). sehingga H4 diterima. Hasil
ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri. Semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Adanya sanksi administrasi maupun denda
perpajakan  mendorong  wajib  pajak  untuk  melaksanakan
kewajibannya secara tepat waktu guna menghindari konsekuensi

yang timbul akibat pelanggaran perpajakan.




b.

11 F(Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel
independen yang terdiri dari Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat
Pendidikan Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak
(X4) sccara bersama-sama  (simultan) berpengaruh  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pengujian dilakukan dengan
tingkat signifikansi (a) sebesar 0,05, Dasar pengambilan keputusan
dalam uji F yaitu pabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka
seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap
variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar
dari 0,05 maka seluruh variabel independen secara simultan tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.14 Hasil Uji F(Simultan)
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Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai F hitung
sebesar 67,218 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai
signifikansi tersebut lebih keeil dari 0,05 (0,000 < 0,05), schingga
H5 diterima. Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa
Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan
Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib
pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi
merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling

mendukung. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam




pelaksanaan kewajiban perpajakan, tingkat pendidikan pemilik
membantu dalam memahami peraturan perpajakan, insentif’ pajak
dapat memberikan keringanan beban perpajakan, sedangkan sanksi
pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan vang
berlaku, Sccara bersama-sama, keempat variabel tersebut mampu
menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh
Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif ésljak, dan
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri. Hasil uji F ini juga menunjukkan bahwa seluruh variabel
independen yang digunakan dalam penelitian memiliki kemampuan
vang baik dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM secara keseluruhan.

Uji Koefisien Determinasi (R%)

Uji Koefisien determinasi (R*) digunakan untuk mengetahui
scherapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen, Dalam penelitian ini, variabel independen
vang digunakan adalah Digitalisasi Pajak (X1), Tingkat Pendidikan
Pemilik (X2), Insentif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4),
sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM (Y).

4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Adiusteg R Sid. Emor of
Mode! R R Square Square the Estimata
1 880* J38 128 1,88520
a. Pradictors (Constant), IOIAL_XJ, To IAL_)H: TOTAL_X4, 7

TOTAL_X2

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel Model
Summary diperoleh nilai R Square sebesar 0,739 dan nilai Adjusted
R Square sebesar 0,728, Nilai Adjusted R Square digunakan sebagai
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dasar interpretasi karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu
variabel independen.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,728 menunjukkan bahwa
sebesar 72,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat
dijelaskan olch variabel Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan
Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak yang digunakan dalam
penclitian ini. Sementara itu, sisanya scbesar 27.2% dijelaskan olch
faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat
pendapatan usaha. pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak,
maupun faktor lainnya vang dapat memengaruhi kepatuhan wajib
R - : .

Selain itu, nilai R sebesar 0,860 menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen
berada pada kategori sangat kuat, Hal ini mengindikasikan bahwa
model regresi vang digunakan memiliki kemampuan yang baik
dalam menjelaskan perubahan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di
Kota Kediri.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model
penelitian yang terdiri dari variabel Digitalisasi Pajak. Tingkat
Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki
kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM, vang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square
sebesar 72.6%.

B. Pembahasan
1. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

diKota Kediri

Hasil pcraujian hipotesis menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak
UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar
0.003 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga Il diterima. Temuan 1i
menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi perpajakan, maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam
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memenuhi kewajiban perpajakannya.Digitalisasi pajak melalui berbagai
layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan Core Tax
Administration System (Coretax) memberikan kemudahan bagi pelaku
UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses,
kecepatan layanan, serta efisicnsi waklu membuat wajib pajak  dapat
melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus  datang
langsung ke kantor pajak. Kondisi ini mendorong meningkatnya kepatuhan
karena proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan mudah
dipahami.

asil penelitian ini sejalan dengan Technology Acceptance Model
(TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Teori tersebut menjelaskan
bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh
mantaat yang dirasakan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan
(perceived ease of use). Ketika wajib pajak merasakan manfaat dan
kemudahan dari sistem perpajakan digital, maka mereka akan lebih bersedia
menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung Theory of Planned
Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa kemudahan dalam melakukan
suatu tindakan akan meningkatkan perceived behavioral control atau
persepsi kemampuan individu dalam melaksanakan perilaku tertentu.
Dalam konteks perpajakan, kemudahan penggunaan sistem digital membuat
wajib pajak merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya
sehingga meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hambali & Rizqi, 2024)
yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif' terhadap
kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi yang efektf dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kedin.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemilik tidak

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
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Kediri. Eal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,056 yang lebih
besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak.

Secara statistik, koefisien regresi variabel ini bernilai positif sebesar
0.193, yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan cenderung
diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pengaruh terscbut
belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan bukan merupakan faktor utama yang menentukan
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman perpajakan tidak hanya
diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui
sosialisasi perpajakan, pelatihan, pengalaman usaha, konsultasi dengan
pihak terkait, maupun informasi yang tersedia melalui media digital.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelaku UMKM dapat
memperoleh informasi perpajakan dengan lebih mudah tanpa harus
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Permatasari & Efendi,
2023) ang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut
menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dapat berbeda pada setiap daerah dan karakteristik responden. Dengan
demikian, tingkat pendidikan pemilik usaha belum mampu menjadi faktor
yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentit Pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal li
dibuktikan dengan nilai signifikansi scbesar 0.418 yang lebih besar dari
0.05 schingga H3 ditolak. Meskipun koefisien regresi variabel insentif
pajak bernilai positif sebesar 0,080, pengaruhnya merupakan yang paling
kecil dibandingkan variabel independen lainnya. llal ini menunjukkan
bahwa keberadaan insentif pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan

wajib pajak secara nyata,




Tidak signifikannya pengaruh insentif pajak dapat disebabkan oleh
masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kebijakan insentif
yang diberikan pemerintah. Selain itu, tidak semua wajib pajak mengetahui
prosedur pemanfaatan insentif atau merasa bahwa insentif yang diberikan
sesual dengan kebutuhan usaha mercka. Akibatnya, manfaat insentif pajak
belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh pelaku UMKM  schingga  tidak
memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nisa & Subagio,

23) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan insentif pajak sangat bergantung
pada tingkat pemahaman, sosialisasi, serta pemanfaatan insentif oleh wajib
pajak.

. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Kediri

Hasil pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  Sanksi  Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan llai signifikansi schesar
0.000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga 114 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makin tegas penerapan
sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pelaku UMKM cenderung mempertimbangkan risiko yang akan diterima
apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti denda, bunga,
maupun sanksi administrasi lainnya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi
yang jelas dan tegas mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Deterrence Theory yang menjelaskan
bahwa sescorang akan cenderung menghindan perilaku yang melanggar
aturan apabila terdapat ancaman hukuman yang tegas dan memberikan efek
jera. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan memilih untuk patuh
karena mempertimbangkan risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat

pelanggaran perpajakan, Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian
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(Wea.%ZZ) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan adil mampu meningkatkan
kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Dengan demikian, sanksi pajak menjadi faktor vang paling
dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Kediri karena mampu memberikan efck pencegahan terhadap pelanggaran
perpajakan.
. Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Ejak,
dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri
erdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 67,218 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05
schingga menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan
Pemilik. Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil
penclitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM
merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal maupun
faktor cksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan pemilik usaha
yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran perpajakan. Sementara itu.
faktor eksternal meliputi digitalisasi pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak
yvang berasal dari kebijakan pemerintah dalam sistem administrasi
perpajakan.

Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,726 menunjukkan bahwa
72.8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh
Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi
Pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh faktor lain di
luar penclitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus,
pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak. dan tingkat pendapatan
usaha.

Hasil penelitian ini memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB).
Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory yang

digunakan sebagai landasan teori penelitian. Ketiga teori tersebut secara




bersama-sama mampu menjelaskan bagaimana faktor teknologi.
karakteristik individu. mantaat ekonomi, dan ancaman sanksi membentuk
perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM, Oleh karena itu, peningkatan
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri memerlukan pendekatan
yang komprehensil’ melalui peningkatan kualitas layanan digital, cdukasi
perpajakan, optimalisasi kebijakan insentif] serta pencrapan sanksi yang

tegas dan konsisten.
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Kesimpulan

Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif

Berdasarkan hasil penelitian meﬁenai pengaruh Digitalisasi Pajak.
ajak, dan Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

l'

bt

Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Semakin baik pencrapan sistem
perpajakan digital, seperti c-Filing dan ¢-Billing, maka semakin tinggi
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

. Tingkat Pendidikan Pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Tinggi rendahnya tingkat
pendidikan yang dimiliki pemilik UMKM belum tentu menentukan tingkat
kepatuhan perpajakan karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain

seperti kesadaran, pengalaman, dan akses informasi perpajakan,

. Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan
insentif pajak belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan
wajib pajak, karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti
kemudahan layanan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran
wajib pajak.

anksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Penerapan sanksi yang tegas mampu
meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan dan menghindari pelanggaran perpajakan.

. Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Pemilik, Insentif Pajak, dan Sanksi

Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Kota Kediri. Keempat variabel tersebut mampu
menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM scbesar 72,6%,
sedangkan sisanya schesar 27.4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar

penclitian.
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B. Implikasi

F

ta

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat penerapan Theory of Planned Behavior
(TPB), Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory
dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi
pajak terbukti mendukung konsep TAM vang menyatakan bahwa
kemudahan dan manfaat tecknologi dapat meningkatkan  penerimaan
pengguna terhadap sistem perpajakan. Tingkat pendidikan pemilik usaha
mendukung TPB yang menjelaskan bahwa kemampuan memahami
informasi dan mengendalikan perilaku dapat meningkatkan kepatuhan,
Selain itu, pengaruh positif sanksi pajak mendukung Deterrence Theory
yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah pelanggaran
dan mendorong perilaku patuh. Namun, tidak signifikannya pengaruh
insentif pajak menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diberikan
pemerintah belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib

pajak UMKM.

. Implikasi Prakus

a. Bagi Dircktorat Jenderal Pajak, hasil penclitian ini menunjukkan
pentingnya peningkatan kualitas layanan digital perpajakan melalui
penyempurnaan sistem e-Filing, e-Billing, dan layanan digital lainnya
agar semakin mudah digunakan oleh pelaku UMKM,

b. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan program edukasi
dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM guna meningkatkan
pemahaman dan kesadaran perpajakan.

c. Otoritas perpajakan  perlu menerapkan sanksi  perpajakan  secara
konsisten dan adil agar mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.

d. Kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi kembali agar lebih tepat
sasaran, mudah dipahami, dan benar-benar memberikan manfaat vang

dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
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e. Pelaku UMKM diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai
perpajakan serta memanfaatkan layanan digital vang telah disediakan

pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Saran

1.

Dircktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus mengembangkan sistem
perpajakan digital yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan ramah

pengguna sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Pemerintah perlu mempertahankan serta mengevaluasi kebijakan insentif

pajak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh pelaku

UMKM dan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

. Otoritas perpajakan disarankan untuk menerapkan sanksi perpajakan

secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku agar efek pencegahan

terhadap pelanggaran perpajakan tetap terjaga.

. Pelaku UMKM disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman

mengenai peraturan perpajakan dan memanfaatkan layanan digital
perpajakan yang telah disediakan pemerintah untuk mempermudah

pelaksanaan kewajiban perpajakan.

. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang

berpotensi memengaruhi Kepatuhan wajib pajak UMKM. seperti kesadaran
wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan. motivasi
wajib pajak, dan tingkat pendapatan usaha, mengingat masih terdapat
27.4% variasi kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh faktor lain di

luar model penelitian.
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